ABSTRAK

Cukai merupakan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang tertentu yang mempuyai sifat dan karakteristik tertentu, sehingga
dengan penerimaan negara tersebut guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan,
dan keseimbangan. Cukai diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 atas
perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995, dimana barang kena cukai (BKC)
terdiri atas etil alkohol, etanol dan hasil tembakau. Pengaturan tentang adanya
BKC tersebut secara filosofis adalah agar  terciptanya fungsi. pengaturan,
pengawasan, pembatasan, peredaran dikarenakan karakteristik barang tersebut
yang mempuyai sifat membahayakan,« negatif bagi masyarakat, dan untuk
mencapai_hal tersebutlahdibutuhkan penegakanthukum terhadap pelanggaran
undang-undang cukai tersebut. Dan dalam penelitian ini penegakan hukum yang
dimaksud adalah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor
pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru.
Karena berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan peredaran rokok dari
tahun ketahun meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam penelitian ini kajian utamanya adalah berkaitan dengan penegakan
hukum dan hambatan/kendala tindak pidana dibidang cukai rokok oleh penyidik
pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
(KPPBC) tipe madya kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah observasi research, sedangkan sifat penelitian
ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan penegakan hukum secara jelas dan
terperinci mengenai penegakan.hukum terhadap tindak pidana cukai rokok yang
dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS ada dua pendekatan, yaitu
preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif adalah penegakan
hukum untuk pencegahan terjadinya peredaran rokok tanpa cukai, yakni dengan
melakukan serangkailan = kegiatan baik tindakan .melakukan pemerikasaan
administratif, pemantauan dilapangan, dan operasi.pasar, tindakan preventif cukup
berhasil dilaksanakan mengingat banyaknya rokok tanpa cukai yang disita oleh
penyidik, sedangkan penegakan-hukum secara represif adalah tindakan berupa
melakukan serangkaian upaya terhadap pelaku karena telah melanggar ketentuan
tentang cukai. Yakni melakukan tindakan menangkap dan mengajukan pelaku ke
persidangan. Namun pada tahap penegakan hukum represif ini, penyidik dalam
hal ini belum melakukan penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelaku,
karena mereka (pelaku) yang dilakukan tindakan hukum adalah para penjual
eceran, sedangkan distributor rokok tanpa cukai tidak tersentuh oleh hukum.
sedangkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap rokok tanpa cukai adalah
kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan kurangnya anggaran
dalam penegakan hukum tersebut, selain hal itu juga dipengaruhi oleh faktor
masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan penyidik sehingga mempersulit
menangkap para pelaku yang terlibat peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut.
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orde baru maupun:mg asa dalah landasan yang kuat

pembangunan setelah krisis ekona anda Indonesia adalah pembangunan
dibidang ekonomi.?

Globalisasi dibidang ekonomi dan perdagangan serta perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi membawa perkembangan dalam berbagai aspek

kehidupan yang seharusnya sebagai kaidah yang mengatur dinamika masyarakat

! pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
?Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, HIm. 20



tidak dapat memainkan perannya sebagai alat rekayasa sosial yang memberi dasar
dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur
kepribadian bangsa Indonesia.’

Pembangunan dibidang.ekonomi menjadi titik berat.pembangunan jangka
panjang karena dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi, akan
tersedia ~ sumber-sumber pembangunan Syang . lebih luas bagi peningkatan
pembangunan dibidang sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Political will
dari pemerintah memberikan isyarat bahwa kesempatan berusaha dan memperoleh
pendapatan yang lebih tinggi untuk rakyat mendapat dukungan dari pemerintah.”

Recovery pembangunan ekonomi  yang  dilakukan pemerintah
berimplikasi kepada deregulasi sektor ekonomi, tetapi efek.negatifnya adalah
bahwa pelaku ekonomi kadang-kadang tidak mengindahkan peraturan hukum
yang berakibat kepada pelanggaran hukum yang perlu diikuti dalam banyak hal
diancam dengan sanksi, baik sanksi pidana maupun perdata. sebagai konsekuensi
dari semakin luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan
dibidang ekonomi haik secara vertikal maupun. horizontal, bukanlah tanpa
peraturan yang mengatur, mengarahkan ‘dan membatasi. Proses membatasi ini
bahkan dalam banyak hal diwujudkan dalam bentuk ancaman pidana. khususnya,
jika pelanggarannya mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara’
Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap perkonomian negara adalah

tindak pidana dibidang cukai.

*Serli Dwi Warmi, Hukum kejahatan Bisnis, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, HIm. 1.
*Edi Setiadi dan Rena Yulia,Hukum Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, HIm. 20.
*Ibid., HIm. 20-21.



Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan
bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik
objek cukai® atau cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang tertentu yang mempuyai_sifat.atau karakteristik yang ditetapkan
dalam undang-undang ini.” Oleh karena hanya barang-barang tertentu saja yang
dikenakan objek cukai karena undang-undangtentang cukai bersifat Lex Specialis.

Cukai juga merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan hanya
terhadap barang-barang tertentu yang mepuyai sifat dan karakteristik yang
ditentukan yang disebut Barang Kena Cukai (BKC). Cukai diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai junto Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang cukal. Yang pada saat ini cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai adalah euaki atas hasil seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris,
dan hasil pengolahan tembakau lainnya; cukai atas minuman yang mengandung
etil alkohol dalam kadar berapapun;serta cukai atas etil alkohol atau etanol.

Ada beberapa barang cukai yang dikenakan cukai diantaranya adalah etil
alkohol atau etanol (dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan
proses pembuatannya), minuman yang mengandung etil Alkohol dalam kadar
berapapun (dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses
pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol) dan hasil

tembakau (yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil

®Lihat penjelasan resmi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor :76.

"Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.



pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak
bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya).®

Hasil tembakau berupa sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari
tembakau rajang.yang dibalut dengan kertas.dengan cara dilinting, untuk dipakai,
tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang. digunakan
dalam pembuatannya. Sigaret-initerdiri=dari ;sigaret kretek, sigaret putih dan
sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret dalam pembuatannnya
dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa
memperhatikan jumlahnya.®

Sigaret putih adalah sigaret dalam ‘pembuatannya tanpa dicampuri
dengan cengkih; kelembak, atau kemenyan. Sigaret kretek dan sigaret putih terdiri
dai sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain selain dari
pada mesin. Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan mesin adalah
sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembutannya mulia dari pelintingan,
pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjual eceran, sampai
dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
Selanjutnya dalam penggolongan  tarif ‘dan harga jual ecerannya dibedakan
menjadi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).° Barang-
barang tersebutlah yang dikenakan objek cukai sebagai sumber penerimaan
negara.

Peranan bea dan cukai, disamping sebagai sumber penerimaan negara,

juga untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta

8Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabaenan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, HIm. 291.
*Ib.id.,HIm. 143.
Plb.id.,HIm. 144.



memperluas lapangan Kkerja. Dengan demikian dapat dimengerti apabila
pemerintah menentukan bea masuk yang tinggi atas barang-barang yang telah
diproduksi didalam negeri atau dilarang masuk. Sebaliknya, barang yang
dibutuhkan oleh industri dalam.negeri dikenakan tarif bea rendah atau dibebaskan
dari beamasuk."*

Tindak pidana dibidang' cukai ‘dikategorikan tidak diartikan sebagai
kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan
Cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi
karena tindakan-tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat,
berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila
dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi efek negatif dibelakang yang bersifat
makro. Rumusan tindak pidana dibidang cukai adalah gambaran betapa seriusnya
tindak pidana dibidang cukai-, -

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2009 tentang tata cara penindakan di bidang cukai yang pelaksanaannya di
bebankan kepada pejabat Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai mampu meregulasi segala hal yang berkaitan dengan cukai. Dalam

implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur cukai berjalan

'1|_eden Marpaung, Tindak Pidana Penyeludupan Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia
Pustaka, Jakarta, 1991, HIm. 2.

2Abdul Khamid, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di
Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai
Kabupaten Kudus, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Skripsi Tahun 2015, HIm. 3.



semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakan
hukum dibidang cukai.™

Dalam proses penegakan hukum, berdasarkan dan mengingat bahwa
Indonesia sebagai negara berkembang _juga mempuyai._ institusi dibidang
Kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam struktur organisasi dengan hirarki’ yaitu tingkat eselon 1 (satu) yaitu
Direktorat jenderal Bea dan cukai yang berkedudukan di ibu kota, tingkat 2 (dua)
yaitu Kantor Wilayah yang berkedudukan di Provinsi dan tingkat eselon 3 (tiga)
yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan berkedudukan di kabupaten/kota. Bahwa
berdasarkan undang-undang tersebut pejabat bea dan cukai berwenang mengambil
tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang
terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan,
dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini.

Dalam melaksanakan penegakan hukum Pejabat bea dan cukai yang
berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang
merupakan Penyidik  Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, pejabat
pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana untuk melakukan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan cukai.

Diatas telah penulis kemukakan, bahwa Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995

B1bid.,HIm. 3-4.
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tentang cukai merupakan lex specialis, karena menyimpangi dari aturan yang

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena ia

bersifat spesial maka dalam proses penegakan hukum-nya maka aturan yang lebih

sekaligus maka peraturan yang khususlah yang mesti digunakan. Konsekuensinya
kepada pelaku mesti dituntut dengan peraturan pidana khusus dan jika masih

dituntut dengan peraturan pidana umum maka idealnya pelakunya mesti

“Hariman Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus, Ul Press, Yogyakarta, 2014, HIm. 5.



dibebaskan karena adanya kesalahan dalam penerapan aturan hukum atau error in
juris.®

Kembali lagi kepersoalan awal bahwa dalam proses penegakan hukum
tindak pidana dibidang cukai bahwa Undang-Undang Nomer 39 tahun 2007 atas
perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagai aturan
yang menyimpangi dari aturan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP),
maka selayaknyalah aturan itu yang diberlakukan terhadap para pelaku yang
melakukan tindak pidana dibidang cukai. Dan sebagai pejabat yang melaksanakan
penegakan hukum adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam proses penegakan hukum tersebut, masyarakat tidak hanya ingin
melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya
dilayani oleh hukum, melainkan juga ia menginginkan agar dalam masyarakat
terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan meraka
satu sama lain."® Oleh karena itu, proses konsturksi tersebut mengandung tuntutan
akan tiga hal yang oleh Radbruch disebut dengan.nilai-nilai dasar dari hukum
yaitu terdiri keadilan, kegunaan dan kepastian-hukum."’

Meskipun peran, tugas serta fungsi pejabat bea dan cukai di Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk
melakukan serangkaian kegiatan terkait dengan barang kena cukai, salah satunya
rokok tanpa cukai dan dapat melakukan upaya berupa penghentian,

pemeriksaaan, pencegahan, dan peyegelan namun masih banyakknya peredaran

Ibid.,HIm. 5.
18Serli Dwi Warmi, Hukum Kejahatan Bisnis, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, HIm. 1.
YIbid.,HIm. 4.



rokok tanpa cukai yang masuk dalam kategori pelaggaran. Menurut keterangan
penyidik pegawai negeri sipil di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
(KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru bahwa pelanggaran yang sering
dilakukan adalah.mengedarkan.rokok tanpa.pita cukai, menggunakan pita cukali
palsu, dan barang-barang tersebut berasal dari Batam maupun Jakarta melalui
jalur tikus yang tidak diketahuicpejabat di’ lingkungan Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru.*®

Menurut observasi/pengamatan penulis dilapangan, bahwa rokok-rokok
yang diedarkan tanpa pita cukai ataupun menggunakan pita cukai palsu tersebut
sangat mudah dijumpai dikedai-kedai dan toko-toko yang menjual rokok. Dengan
penetapan harga rokok yang bervariasi mulai dari satuan harga Rp. 5.000,_, Rp.
6.500,_ sampai _dengan harga tertinggi Rp. 7000, , dikota Pekanbaru. Hal ini
menurut penulis bahwa fungsi pengawasan peredaran rokok-tanpa pita cukai dan
menggunakan pita cukai palsu belumlah maksimal dilaksanakan.

Menurut sejumlah data yang penulis dapatkan baik melalui media internet
maupun data lapangan. menunjukkan kecendrungan peningkatan pelanggaran
peredaran rokok tanpa pita cukai ‘maupun menggunakan pita cukai palsu
mengalami peningkatan dari tahun ketahun, baik secara skala Nasional maupun

Regional dikota Pekanbaru, Hal ini dapat penulis sajikan dibawabh ini.

Menurut data oleh Kementrian keuangan (selanjutnya disebut Kemenkeu)

,DJBC (dan selanjutnya disebut Direktorat jendral Bea dan Cukai) semakin gencar

8\Wawancara dengan Bapak Sapar A Hasibuan sebagai Penyidik dan Penindakan Bea dan Cukai
Kota Pekanbaru. Hari senin, Tanggal 16 Mei 2016, Bertempat di Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Kota Pekanbaru.
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melakukan penindakan atas peredaran barang-barang illegal, termasuk rokok.
Hasil survei Universitas Gadjha Mada (UGM) menunjukkan, telah terjadi

peningkatan pelanggaran berdasarkan jumlah rokok yang beredar dari tahun 2010

sama. Jum “illegal ment tan dari tahun
ketahun. Darl.€ S : 3, 1‘ egal meningkat
menjadi 902 kasus 2014, dan kembali me enjadi 1.232 kasus

pada tahun

tampilkan dalam tabel berikut ini.

Yhttp://202.137.230.199/Berita/setiap-delapan-jam-bea-cukai-gagalkan-peredaran-rokok-ilegal.
Diakses pada tanggal 30/03/2016.

“1bid.

!Data penyidikan dan penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru. Diambil
pada tanggal/hari, kamis 2 juni 2016.
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Tabel 1.1

Jumlah kasus tindak pidana dibidang cukai rokok yang ditangani oleh
penyidik Bea dan Cukai kota pekanbaru Tahun 2013 s/d 2015.

Keterangan

1 Sudah
imusnahkan

2

3
Sumber:
(KPPBC)

De ama tahur antc an pelayanan Bea

dan Cukai > Ma : BC 0 yita 12.435 slop

tanpa pita cukai itu juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat baik sebagai
pengguna aktif maupun pengguna pasif, dikarenakan memiliki kadar nikotin dan
tar tinggi, sehingga akan menimbukan masalah baru bagi kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai sebagai salah satu

2?http://riauheadline.com/view/Hukrim/18348/BC-Pekanbaru-Selamatkan-Uang-Negara-Rp825-
Juta-dari-Sita-Rokok-1legal.html.Diakses pada tanggal 30/03/2016.


http://riauheadline.com/view/Hukrim/18348/BC-Pekanbaru-Selamatkan-Uang-Negara-Rp825-Juta-dari-Sita-Rokok-Ilegal.html.Diakses
http://riauheadline.com/view/Hukrim/18348/BC-Pekanbaru-Selamatkan-Uang-Negara-Rp825-Juta-dari-Sita-Rokok-Ilegal.html.Diakses
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alternatif dalam menanggulangi masalah ini, mestinya harus di intensifkan oleh

aparat penegak hukum.

Dari data-data yang penulis kemukan diatas tergambar jelas bahwa tingkat

secara S Pek aru. Hal ini

melakukan pen falar i i yang berka C pidan dibidang
cukai. Make 2Si E J enegs H' ) dana dibidang
Cukai Ro
Pengawasan dan Pe D ) KPPBC) lfo‘ Madya B Kota

Pekanbaru.

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai
rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B
kota Pekanbaru?

2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana

dibidang cukai rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
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ISJIAIU

nery we[sy sej

pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
Tipe Madya B kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

memiliki tuj

S LA o N

dicapai dan bernilai

idana dibidang
S) pada kantor

Madya B kota

Dengan mengetahui bagaimana penegakan hukum dan kendala dalam
penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai sehingga dapat membantu
pihak yang terkait untuk melakukan tindakan preventif dan represif dalam
rangka pemberantasan tindak pidana dibidang cukai rokok dan serta
Memberikan kegunaan kepada penulis lain yang berminat untuk melakukan

penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini.
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D. Kerangka Teori

Penelitian merupakan suatu saranan pokok dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, oleh.karena penelitian bertujuan

dalam tinjauan
ngelompokkan

teori-teori mana.saja ; - pokok masalah

induknya. Hal ini tidak selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan
pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi, setiap
ilmu pengetahuan mempuyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada

pelbagai perbedaan. Suatu penelitian psikologis, umpamanya, mempuyai

30erjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, edisi 1,
Raja Wali Pers, Jakarta, 2010, HIm. 1.

**Anonym, Pedoman Penulisan Tesis Program Magister llmu Hukum Universitas Islam Riau,
Pekanbaru, 2012, HIm. 8.
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oerbedaan tertentu dengan penelitian yuridis atau penelitian sosilogis, dan
seterusnya. Metodologi yang lazim dipergunakan dalam psikologis, misalnya

tidak dapat dipaksakan secara menyeluruh untuk diterapkan dalam penelitian

pemikiran atau'k enda kasus ataupun
permasalah Do 3 » gangan teoritis
yang mung Ju a ‘- i i erupa sukan eksternal
bagi peneli

1. Penegake

hukum (pidana).
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran

25Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii,Op.cit.,HIm. 1.

®Ediwarman, Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan
Disertasi, cetakan pertama, PT. Softmedia, Medan, 2015, HIm. 90.

?’Lihat Pasal 6 ayat (1)a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.?®
Artinya dalam penegakan hukum itu aparat penegak hukum melakukan
penegakan terhadap undang-undang yang telah dirumuskan dalam sebuah produk
aturan hukum.

menurut Satjipto Rahardjo mengenai penegakan hukum ini bahwa
penegakan hukum adalah kata, Indonesia“untuk .law Enforcment. Dalam bahasa
Belanda dikenal rechtstoepassing dan rechtshandhaving. beliau menyatakan
pemikiran yang dominan disini mengatakan, penegakan hukum adalah suatu
proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum.*® apa yang harus
terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir_sepenuhnya terjadi melalui
pengolahan logika. Logika menjadi kredo dalam penegakan hukum. beliau
menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori
besar, yaitu: (1) semata-mata,dilihat dari peraturan, yaitu sebagai kelanjutan logis
atau proses logika diciptakannya peraturan hukum dan (2) sebagai keterlibatan
manusia dalam proses bekerjanya hukum.

penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan
manusia didalammnya. Sosiologi hukum..melihat penegakan hukum dengan
pengamatan demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam
pengamatan terhadap kenyataan penegak hukum, faktor manusia sangat terlibat
dalam usaha untuk menegakkan hukum tersebut. penegakan hukum tersebut

bukan hanya proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia

83atjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN Depkeh RI
dan Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun (TT), HIm. 24.

23atjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,cetakan kedua,
Genta Publishing, Jakarta, 2010, HIm. 191.
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didalamnya. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum tidak dapat dilihat sebagai

suatu proses logisliner, melainkan sesuatu yang komplek.*

Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan

Dalam mobilisasi inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak
hanya mengancam dan berjanji diatas kertas, “The day-by day entry of cases into

any legal system cannot be taken for granted. Cases of allegal illegality and

O1bid.,HIm. 192.
31bid., HIm. 192.
31bid.,HIm. 192-193.



disputes do not move automatically to legal agencies for disposition or
settlement.®

Konsep mobilisasi hukum memberikan bahwa peristiwa pidana yang
diatur didalam KUHP "hanya-menjadi kenyataan apabila.muncul kasus-kasus
pidana dan kasus tersebut hanya dapat muncul karena ada mobilisasi hukum.
Seperti dikatakan oleh Black diatas; mobilisasi hukum adalah proses yang melalui
itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan
manusia, Kasus-kasus tersebut tidak akan ada; sehingga hukum hanya akan
menjadi huruf-huruf mati diatas kertas belaka.** Inilah yang kemudian dikuatkan
oleh Soerjono Soekanto bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh lima
(5) faktor; yakni, hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana,

faktor masyarakat, dan budaya hukum masyarakat.*

Senada dengan hal vyang, disampaikan- diatas, bahwa Lawrence M.
Friedman membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur
(Legal structure), Substansi (Legal substance), Kultur (Legal culture). Menurut
Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum
hanya menyangkut struktur dam substansinya saja, sedangkan masalah kultur
hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.**Menurut Soerjono
Soekanto penegakan rule of law merupakan masalah yang rumit bagi negara yang

sedang berkembang.Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga

*1bid.,HIm.193.

*Ibid.,HIm. 193.

%Sperjono  Soekanto.Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, HIm. 8.

**Esmi Warasih, Hukum dalam Perspektif sosial, Alumni, Bandung, 1981, HIm. 12.
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keseimbangan antara rule of law dalam arti formil dan rule of law. Hal itu
disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar

tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan

diri (pola pikir

oleh undang-

NALNAtAES

et
z

hukum tersebut diantaranya norma hukum (komponen substantif), lembaga/aparat
penegak hukum (komponen struktural) dan nilai-nilai budaya hukum (komponen

kultural).

¥ Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000
HIm. 56.

*Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia,

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, HIm. 2.
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Dilihat dari komponen substansi hukum (legal substance), sistem
peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum

(dibidang hukum pidana materiel, hukum pidana formal, hukum pelaksanaan

dasarnya : Ste 0 au aparat hukum
dalam menjala ) /enangannya 1 ukum. Dengan
demikian, ecara "" _- '1;'_' radils mel pakan sistem
administras erbagai stu ‘ Dilihat dari sudut

sturktural dibidang s SR grated criminal

dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) dapat dikatakan
merupakan “integrated legal culture system” atau “integrated culture legal
system”, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang
“legal culture” karena nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai

sosial kemasyarakatan, wajarlah dalam Encyclopedia of crime and justice yang

*b.id.,HIm. 6.
h.id.,HIm. 7.



dikemukakan diatas, sistem peradilan pidana (SPP) juga dapat dilhat sebagai
sistem sosial (social system)*

Bahwa dalam rangka penegak hukum tindak pidana dibidang cukai,maka
secara substantif adalah menegakkan hukum. yakni aturan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
cukai, sedang aparat penegak hukumnya adalah pejabat bea dan cukai (Penyidik
Pegawai Negeri Sipil)” dan budaya hukumnya adalah perwujudan nilai-nilai
filosofis dalam undang-undang yang dimaksud dan dalam penelitian ini.
Pelaksanaan aturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan hukum
terhadap tindak pidana dibidang cukai rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dikanter Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya
B kota Pekanbaru agar terciptanya tatanan hukum yang dapat melindungi hak-
hak masyarakat dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum terdapat
pada kemampuan lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan
tindakan preventif dan represif agar dapat menciptakan keamanan pada
masyarakat.

2. Efektifitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Demikian pula ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari
hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur; sejauh mana aturan
hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati
oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, Kkita akan

mengatakannya bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun

“1p.id.,HIm. 8-9.



demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi Kita
masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati
atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.*?

Kepentingan 1tu  ada.._bermacam-macam, = diantara yang bersifat
complience, identification, internazation, dan masih banyak jenis kepentingan
lain. Jika ketaatan sebagian besar masyarakatterhadap suatu aturan hanya karena
kepentingan yang bersifat complience atau hanya takut sanksi, maka derajat
ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan terus-menerus.
Berbeda jika ketaatanya berdasarkan kepentingan yang bersifat internal-ization,
yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai
intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya sangat tinggi:**

Menurut Achmad Ali, yang juga diakui oleh C.G. Howard dan R.S
Mumner dalam™ Law;lts Nature and Limit, mengemukakanfaktor-faktor yang

mempengaruhi ketaatan hukum secara umum adalah:**

“Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari
orangorang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu, oleh
karena itu, jiak aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang,
maka pembuata undang-undang. dituntut untuk mampu memahami
kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut,
kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami
oleh terget diberlakukannya aturan hukum. jadi permusan subsatansi
aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis
harus ditulis dengan jelas dan mapu dipahami secara pasti. Meskipun
nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan
menrapkannya. Sosialisasi yang optimal kapada seluruh target hukum,
aturan hukum itu harus bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah

*2pchmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence)
termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1, edisi 1, cetakan ke 3,
Kencana, Jakatra, 2010, HIm. 375.

**|bid.,HIm. 375.

*Ibid.,HIm. 376-378.



dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur),
mempuyai sanksi dan berat ringannya sanksi dalam aturan hukum harus
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan, dilaksanakan oleh
penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan
hukum tersebut, aturan hukum yang sangat efektif adalah suatu aturan
hukum yang melarang dan mengancam sanksi.bagi tindakan yang juga
dilarang dan diancam dengan norma-dain seperti norma moral, agama,
adat-istiadat ‘atau kebiasaan, dan efektifnya suatu aturan hukum secara
umum tergantung pada optimal dan profesionalnya aparat penegak hukum
untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut. Efektif atau
tidaknya suatu aturan..hukum, 'Secara umum, juga mensyaratkan adanya
pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Dan
sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga,
karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal,
jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat. Efektif
atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan
adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam
masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus
telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud
secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang
dahsyat”.

Dari paparan tersebut diatas, titik sentral dalam rangka efektif atau
tidaknya suatu.aturan hukum yang berlaku tersebut sangat.tergantung kepada
aparat penegak hukumnya. Karena ‘aparat penegak hukum merupakan garda
terdepan dalam rangka proses penegakan hukum tersebut, sehingga jika garda
terdepan tersebut tidak mampu untuk melaksanakan kewenangan sesuai yang
diberikan oleh aturan itu, maka.akan menyebabkan ketimpangan dalam penegakan

hukumnya.

Jika yang kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, banyak
tergantung pada beberapa faktor antara lain:*
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan

b. Cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut

“1bid.,HIm 378-379.
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c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di
dalam masyarakat

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak

dengan “institusi” yang d au dari ciri-cirinya.
b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada
segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh

perundang-undangan.

“81bid.,HIm. 379.
“"Ibid.,HIm. 378-382.
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Jika kita hubungkan kedua prinsip tersebut diatas, dengan konsep Roscoe
Pound yang memandang hukum sebagai norma atau aturan, maka kita dapat

memandangnya dari dua sudut, yaitu:

von Savi

I}
und wird ﬂ
o

berkemba

sejarah. Hukum yang termasuk dalam masyrakat ikut serta dalam perkembangan
organis. Lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama

sekali.*®

“*Ibid., HIm. 382.
*M. Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, cetakan pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm.
220-221.



b. Kalau norma hukum atau aturan hukum telah terbentuk, bagaimana
pengaruhnya terhadap masyarakat? Penyelidikan pengaruh hukum terhadap
fenomena-fenomena masyarakat, disebut “actief causalieit”.*°

Pandangan seperti ini. adalah sesuai dengan ajaran Anselen Von

Feurbach, yang dikenal dengan ajaran, De Leer Van Psychise Zwang (ajaran

ancaman hukuman yang menimbulkan'suatu tekanan kejiwaan) atau nama lainnya

Theory Psycologische Zwang, yaitu norma hukum atau aturan hukum, mempuyai

Psychis dwingends Werking. > jika dikaitkan dengan ancaman terhadap tindak

pidana ekonomi maka akan terlihat hubungannya bahwa secara kejiwaan

seseorang atau  kelompok orang yang akan melakukan @ tindak pidana
dimungkinkan.untuk melakukan tidak akan melakukan tindakan pidana tersebut,
karena memiliki ancaman sanksi yang demikian berat.

Dengan demikian, bahwa untuk efektif suatu aturan-hukum oleh Antony

Allot menyatakan bahwa juga karena kesulitan pendefenisian jika dikaitkan

dengan keterbatasan hukum yakni :

Dalam pembahasan persoalan keterbatasan efektivitas hukum, pertama-
tama kita dirintangi oleh kesulitan untuk mengukur efektivitas secara
kuantitatif. Efektivitas dikaji dalam-kaitan dengan derajar kataatannya
terhadap norma-norma hukum, dimana terdapat permasalahan dalam
memutuskan ukuran ketaatan terhadap norma-norma yang bersifat
membolehkan, bersifat mewajibkan atau bersifat melarang. Sumber
kelemahan dan ketidaktaatan adalah terletak pada kemampuan
memancarkan, melakukan transmisi dan penerimaan norma-norma
sebagaimana yang telah diidentifikasikan. Suatu kelemahan yang penting

adalah terletak pada sifat kehasaan dalam menyatakan atau
mengekspresikan suatu norma.

S9Achmad Ali, Op.cit.,HIm. 382.
*Ibid.,HIm. 382.
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3. Tindak pidana
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari terjemahan dari

“strafbaarfeit” di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat

yang  dapat

terjemahan mengenai strafbaarfeit itu sendiri, yaitu:>*

1. Perbuatan Pidana
Mulyatno menerjemahkan istilah strafbaarfeit dengan perbuatan pidana.

menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjukkan kepada makna

52Teguh Prastyo, Hukum Pidana,cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, HIm. 45.
>31bid.,HIm. 45-46.
*Ibid.,HIm.46-48.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang
hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. dapat diartikan

demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena

djodikoro dalam
idana” pernah
Pasal 14 ayat
(1) secara substa S tian dari istilah “peristiwa pi bih menunjukkan

kepada suatu ke at di eh. perbuatan manusia

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah
diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini dalam
banyak kasus dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus,
misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak

Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur

secara khusus Tindak Pidana Pornografi.



Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik tingkah laku dan gerak-
gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak
berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak
pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam
undang-undang menetukan pada Rasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini
mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan
timbul kejahatan, ternyata dia tidak melapor, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sedah tetap
dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah
tindak pidana-seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang
sekarang selalu' menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana
itu sudah mempuyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat serbagai definisi diatas, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan
yang oleh aturan hukum dilarang.dan dianecam dengan pidana, dimana pengertian
perbuatan disisni selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang
sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat
sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Selain pendapat-pendapat para sarjana hukum diatas, ada beberapa pakar
hukum yang mengemukakan berkaitan dengan tindak pidana. menurut VVos, delik

adalah feit yang dinyatakan didalam hukum oleh undang-undang. Sedangkan
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menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap
hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja oleh

ancaman (san berupa 2 pa melanggar

larangan te

Ke n atnya seseora " ite atu tindak pidana,
maka haru r-unsur tindak

pidana dap yakni dari sudut

A2 )

< Y
g
B

pandang teo .Sudut pandang

teoritis artinya cermin pada bunyi

rumusannya.Seme

)
QD
>
<
<
>
o
QO
>
o
QD
o
)
QD
=

bagaimana kenyataan

Q- da uskan me jadi tindak pidana tertentu
tagee®

yang terdapat dalam bentuk Pa aturan perundangan-undangan yang
ada.”” Terdapat dua unsur tindak pidana:

a) Unsur Obyektif

®Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, edisi pertama,

Kencana, Jakarta, 2014, Him. 37.

**Ibid.,HIm.37.

" Adami Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
HIm. 79.
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Menurut Moeljatno yang telah dikutip olen Adami Chazawi unsur tindak

pidana itu terdiri dari sebagai berikut:

1) Perbuatan;

perbuatan ! dana : ang lain dari
perbuatan
b) Unsur S

Merupaka : e : h ak-dikehendaki oleh
undang-unda ifa : a seseorang atau

beberapa or

gejala tersebut. gejala itu sendir dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan

suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.® untuk lebih

581 i
Ibid. 79.
R. Abdoel Djamali, “Pengantar Hukum Indonesia”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984,
Hlm. 175.
%950erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ke-3, Ul-Press, Jakarta, 2008, HIm.
132.
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menjelaskannya, maka didalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal,
yakni:®*

1. Referens atau acauan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup

2.

3. kaitan dengan
ara pemikiran
maka konsep

operasional

n arti penegakan
hukum terletak ai yang terjabarkan
didalam kaidah-ka an dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjab k menciptakan, memilihara,

dan mempertahankan kedamaian p hidup.®? Penegakan hukum adalah
hakikatnya identik dengan sistem peradilan, karena proses peradilan hakikatnya
suatu proses menegakkan hukum. karena fokus dalam bidang hukum pidana,

maka dapatlah dikatakan bahwa “sistem peradilan pidana” dikenal dengan istilah

SPP atau criminal justice system/CSJ pada hakikatnya merupakan “sistem

*!1bid.,HIm. 132.
%250erjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.cit.,HIm. 5.



penegakan hukum pidana” (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan
sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKK-HP).®® Maksud
penegakan hukum dalam tulisan ini adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana di
Bidang cukai yang dilakukan. Penyidik. Pegawai  Negeri Sipil di Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Pekanbaru,
atas terjadi tindak pidana dibidang cukai‘rokok berupa menggunakan pita cukai
palsu maupun tanpa dilekati pita cukai, yang mana hal tersebut merupakan tugas
dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi (ancaman) yang berupa
pidana tertentu;'bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.** Tindak pidana
dibidang cukai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan pidana yang
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 sTahun 2007 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang meliputi
pelangaran terhadap beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang spesifik
adalah yang berkaitan dengan peredaran rokok dengan memalsuan pita cukai dan
tanpa pita cukai yang melanggar ketentuan Pasal 54 dan 55 dalam undang-undang
yang disebutkan diatas.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah penyidik yang ada

dilingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe

®*Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Him. 2-3. Lihat juga Barda Nawawi
Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi
Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, 2014, Him. 42-43.
*Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, HIm. 4. Lihat juga Andi
Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, HIm. 59.
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Madya B Kota Pekanbaru yang mempuyai fungsi dan wewenang untuk
melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan

cukai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun

kategori ese

F. Metode F

efektifitas berlakunya hukum dalm masyarakat.Dilihat dari sifat penelitian ini
adalah bersifat deskriptif, metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan
menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan
menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti

secara tepat.

®*Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, HIm. 16.
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2. Obyek Penelitian
Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dibidang

cukai serta kendala’hambatan dalam penegakan hukum terhadap terjadinya tindak

cukai (KPPB adya : daran rokok illegal

dikota Peka
Pekanbaru met . ] .:' ' ::- ahan dan merupaken sebuah kota
yang ada d 7 d ‘
pada tahun 2

4. Populasi

adalah :
1. Kasi (kepala seksi) Penindakan pada kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya B kota Pekanbaru, 1

(satu) orang.

$6Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, HIm 118.
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2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor pengawasan dan

pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya B kota Pekanbaru, 6

(enam) orang.

responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang
bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.
b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari buku-buku, undang-

undang, skripsi, tesis, maupun disertasi. Undang-undang yang digunakan dalam
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penelitian ini adalahUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan

atas Undang-UndangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

6. Alat pengumpul data

7. Analisis data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif
yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan
menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan
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dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.®”Yang selanjutnya penulis menjawab
permasalahan pokokdalam penelitian ini.

8. Metode penarikan kesimpulan

\ ) 52 K

[ 4
)
' |
/
?
¢

%

%7Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum.,Op.cit. HIm. 32.
%8Aslim Rasyad, Metode Penelitian, Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, HIm.
20.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Hukum dan Ma

1.

ia didalam
hal-hal y agi mereka.”.
Disemua -aturan yang
memandu odel hukum,
agar bisa fungs , he J elevansi Seperti itu. la harus
dapat diapli an yang diatur,
dan harus men Jinte an ¢ - i ertulis dan tidak,

Lawrence M. Friedman.”
Selanjutnya Donal Black mengemukakan pengertian kontrol sosial. Ada
dua pengertian kontrol sosial, yaitu: "

1. Kontrol sosial dalam arti sempit; dan

*Ibid.,HIm. 41.

Ibid.,HIm. 41.

"'3alim, Perkembangan Teori dalam llmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 21.
1bid.,HIm. 21-22.
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2. Kontrol sosial dalam arti luas.
Kontrol sosial dalam arti sempit adalah aturan dan proses sosial yang

mencoba mendorong prilaku yang baik dan berguna untuk mencegah prilaku yang

Misalnya, ng a 1 - tan melanggar
hukum. jika saya enda jan cer terlal epa ditempat parkir

dan menabrak bempe ang lain, disitu i ; hukum yang sangat

suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku
yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan

pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Unsur yang terkandung dalam pengertian ini meliputi, hukum kumpulan

peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum, yang mengatur tentang tingkah

1bid.,HIm. 24-25.
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laku dan hukum bersifat memaksa, sedangkan hal yang diatur adalah hubungan
hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat serta antara
individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.

Selanjutnya, Meuwissen. juga mengemukakan pengertian tentang hukum.
hukum adalah:™

Hukum yang berlaku .atauthukum: positif. Jadi, kita berpikir anatara lain
tentang undang-undang atau keputusan-keputusan hakim dan tidak
tenatang salah satu hukum kodrat atau sistem hukum ideal yang mungkin
saja dapat dipikirkan sebagai berlaku. Hukum yang dibicarakan disini
adalah hukum dengannya Kita setiap hari berurusan. Tetapi ia bukanlah
suatu -gejala sewenang-wenang (sekehendak hati) atau subjektif, ia
memperlihatkan bebrapa ciri objektif.

Jadi, dari beberapa pengertian hukum diatas, pengertian hukum
difokuskan kepada pengertian hukum yang terdapat didalam undang-undang
semata. Pandangan diatas, mengacu pada ajaran legisme yang memandang bahwa
tidak ada hukum di luar_ undang-undang. 'Sementara~ dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa hukum yang dipatuhi oleh
masyarakat, tidak hanya yang terdapat didalam undang-undang, tetapi juga hukum
yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat atau living law.”

Dan hal inilah menjadi. eksistensi.hukum dalam masyarakat. Hukum
tidak hanya dikenal dalam aturan perundang-undangan akan tetapi ada juga
hukum yang tidak tertulis. Dalam studi yang dibuat oleh E.A Hoebel, Friedman
mengemukan bahwa dengan adanya ikatan-ikatan atau kesepakatan-kesepakatan

tersebut, menjamin pertama, masyarakat dapat mengetahui suatu tingkah laku

yang menyimpang dan kedua seseorang yang memegang peranan sebagai penerap

"1bid.,HIm. 25.
1bid.,HIm. 25.
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aturan mendapat persetujuan publik. Dua hal ini berimplikasi terhadap hal ketiga,
adanya kekuasaan secara informal untuk menjatuhkan sanksi. Oleh karena itulah

kemudian Friedman sampai pada kesimpulan bahwa sanksi informal hanya dapat

juga selalu arsama, hidup berk 1o , ng-kurangnya
kehidupan

Dalam sejarah~perkemba ] :‘_ ¢ erdapa ngpun yang hidup

) Rt i i mung
h Q . ' kenyataan hal itu tidak mungkin
terjadi. Sejak dahulu kala g iri ‘man erdapat hasrat untuk berkumpul
dengan sesamanya dalam satu kelompok, hasrat unruk bermasyarakat.’®
Hasrat untuk berkumpul dan hidup bermasyarakat menimbulkan dan

melahirkan berbagai aspek keanekaragaman. Manusia dilahirkan berbeda antara

satu dengan yang lainnya dari segi fisik, non fisik, budaya, adat kebiasaan,

"®peter Mahmud Marzuki, Pengantar 1lmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, HIm. 48.

'C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,
Him. 29.

"®1bid,.29.
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bahasa, tujuan hidup dan lain-lain. Keragaman manusia tersebut seringkali

menimbulkan konflik diantara mereka dalam interaksinya satu sama lain.”

Untuk menghindari pertentangan atau konflik dalam masyarakat maka

lainnya.

aturan (h

sebenarnya jauh sebe adanya g ah ada kaedah

tersebut.

dan penegakan kaedah-kaedah hukum adat yang ada tidak ada permaninan

didalamnya apalagi sogok menyogok seperti yag terjadi sekarang. Semua didasari

oleh sifat kejujuran dari semua elemen masyarakat tanpa kecuali.®

" Ahkam Jayadi, Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah,
Genta Pres, Yogyakarta, 2015, HIm. 17.

®1bid.,HIm. 17.

®libid.,HIm. 17-18.

*1bid.,HIm. 18.
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Seyogyanya begitulah akhirnya yang diinginkan dalam sebuah proses
penegakan hukum. karena penegakan hukum yang berwibawa membawa efek
yang baik bagi kehidupan masyarakat. Ketika sesuatu masalah terjadi ditengah
masyarakat, hukum tampil sebagai _penegak keadilan dan sebagai panglima dalam
penyelesaian masalah itu, sehingga kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat
dapat terpenuhi. Dan pada akhirnya tujuan dan,fungsi dari penegakan hukum itu
dapat sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan manusia (masyarakat).

Berbagai literatur hukum yang membahas tentang fungsi dan tujuan
hukum seringkali dikacaukan antara tujuan hukum dengan fungsi hukum, padahal
keduanya terdapat perbedaan mendasar. Perbedaan “dapat pula dijelaskan
sebagaimana .~sebuah = pesawat terbang, berfungsi untuk mengangkut
penumpangnya Kketempat tujuan. Jadi fungsi dengan tujuan jelas berbeda,
meskipun tidak dapat dipisahkan. Jadi fungsi hukum dengan-tujuan jelas berbeda
meskipun tidak = dapat dipisahkan. Berdasarkan paparan tersebut juga
memperlihatkan bahwa yang awal adalah fungsi kemudian tujuan mengikut.
Meskipun berbeda akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling terkait,
oleh karena keduanya bekerja untuk mencapai sebuah target sebagaimana sudah
ditetapkan sebelumnya.®®

Achmad Ali didalam Ahkam Jayadi menyatakan bahwa fungsi hukum
sangat luas, tergantung tujuan-tujuan hukum umum dan tujuan-tujuan spesifik

yang dicapai. Berikut ini uraian-uraian tentang fungsi hukum antara lain:®

8b.id.,HIm. 18.
#1b.id.,HIm. 19-20.
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. Fungsi hukum sebagai, a tool social control, Fungsi ini sebagai alat
pengendali sosial, dapat diterangkan sebagai alat pengendali sosial,
dapat diterangkan sebagai alat fungsi untuk menetapkan, tingkah laku
mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan
hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika
terjadi penyimpangan tersebut.

. Fungsi hukum sebagai, a tool..of social enginering. Fungsi ini
menjadikan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat, dalam
arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai suatu alat atau agent
of change, atau pelopor perubahan sosial yang dikehendaki
sebagaimana telah «direncanakan ,sebelumnya, fungsi hukum ini
sangat penting terutama untuk melakukan,perubahan terhadap kultur
masyarakat (dari masyarakat sederhana yang hidup dengan tradisi)
menuju masyarakat modern yang mengikuti perkembangan kultur
dan ilmu pengetahuan (misalnya akibat berkembangnya teknologi
komunikasi dan internet dengan segala kemudahannya).

. Fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi yang memberikan simbol-
simbol hukum sehingga masyarakat lebih mudah memahami apa
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ditengah masyarakat,
misalnya simbol atau istilah;pencurian, pembunuhan, dan atau
korupsi.

. Fungsi hukum sebagai a political- instrument. Fungsi hukum ini
dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat bangsa
dan negara didalam didalam menjalankan pemerintahan dengan tetap
bersandar pada konstitusi sebagai dasar utamanya.

. Fungsi hukum sebagai integrator. Fungsi ini untuk menyelelesaikan
konflik-konflik yang ada ditempat masyarakat.

Keseluruhan fungsi-fungsi hukum diatas juga juga diharapkan dapat

merealisir fungsi sosial" dari hukum. menurut Jesep Raz fungsi sosial hukum

dibedakan kedalam fungsi langsung, fungsi langsung bersifat sekunder dan fungsi

tidak langsung.®® Dari keseluruhan fungsi-fungsi hukum diatas maka dapat

dikatakan bahwa pangkal tujuan yang hendak dicapai oleh hukum adalah sebuah

institusi yang bertujuan mengantarkan kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan

membuat manusia bahagia.®

%1bid.,HIm. 20-21.
8 3atjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2009, HIm. 2.
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Dalam pandangan Gustav Radbruch®” bahwa keadilan itu dibagi kedalam
dua bentuk keadilan (1) keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan
diantara manusia didasakan pada prinsip proporsionalitas. Keadilan distrubutif
terdapat hubunganyang bersifat.superordinasi.dan subordinasi artinya antara yang
mempuyai wewenang untuk membagi dan yang memdapat bagian. Yang menjadi
tolok ukur dari proporsionalitas «dalam: kerangka. keadilan distributif adalah jasa,
prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dalam dunia nyata pihak yang membagi adalah
negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya.

Bentuk keadilan kedua (2) yaitu keadilan komutatif terdapat pada
hubungan yang bersifat koordinatif diantara” para_pihak. Untuk bekerjanya
keadilan ini diperlukan adanya dua piahak yang mempuyai kedudukan yang sama.
Contoh keadilan komutatif yang diberikan oleh Aristoteles adalah antara kerja dan
upah dan antara kerugian dan,ganti rugi. Mengenai keadilan komutatif in, Thomas
Aquinas mengungkap bahwa dalam hubungan antara dua orang yang bersift
koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuvalensi, harmoni dan
keseimbangan.®®

Jika ditilik lebih jauh bahwa dua keadilan yang disampaikan oleh Gustav
Radbruch ternyata merupakan konsep yang disampaikan oleh Aristoteles, yang
kemudian di elaborasikan oleh Gustav Radbruch. Dan kedua konsep ini memliki
perbedaan yang mendasar bahwa keadilan komutatif lebih menguasai hubungan

antara perseorangan secara khusus, sedangkan keadilan distributif terutama

8 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, HIm. 152.
%1bid.,HIm. 153.
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menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan
secara khusus.

Selain pandangan-pandangan ahli hukum diatas yang menjadi sebuah

eka terhadap , maka layak pula

“\*‘p “ .,a d® bahwa

social Inte : an masyarakat, dar - _ ; nterest (kepentingan
pribadi).* . : . ) atas maka dapat
diklasifikasi : eherap : ya & mempuyai aspek

kemanfaatan.

membuat legislator (pembuat Undang-Undang) menjadi sadar akan prinsip-
prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Hukum

sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang

83alim , Perkembangan Teori dalam ilmu Hukum, Op.cit., HIm. 41.
*Ibid.,HIm. 42.
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lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan
kewajiban.*
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum
1. Arti penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nitaiiyang terjabarkan dalam kaidah yang mantap
dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahanakan kedamaian pergaulan
hidup manusia. Manusia dalam pergaulan hidup.pada dasarnya mempuyai
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa baik dan buruk. Pandangan-
pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan , misalnya pasangan nilai
ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan
nilai pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.”

Dan menurut Wirjono Prodjodjokoro, seorang dekan pertama Fakultas

Hukum di Indonesia (Hindia-belanda) mengemukakan bahwa penegakan hukum
adalah bagaimana orang (manusia) membicarakan yang tidak akan terlepas dari
ruang lingkup masalah hukum,. serta. keseluruahan aturan-aturan yang terikat
dalam menjalani kehidupannya dan aturan itu bersifat memaksa untuk melindungi
kepnetingan orang-orang yang diatur dalam masyarakat itu.** Dan tujuan dari
penegakan hukum tersebut agar terciptanya keadilan di dalam masyarakat yang
diaturnya dan terciptanya kesimbangan dan kepentingan-kepetingan masyarakat

dapat terlindungi, sehingga tiap-tiap orang berkewajiban untuk patuh dan taat

*!1bid.,HIm. 43.
%230erjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.,Op.cit.,HIm. 5.
%Wirjono Prodjodjokoro, Tindak Pidana tertentu di Indoensia, Eresco, Jakarta, 1981, HIm. 50.
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terhadap aturan tersebut sehingg mereka memperoleh sebanyak mungkin apa yang
menjadi haknya.*

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

dirumuskan sebagai usaha untuk anakan hukum sebagaimana mestinya,
mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi

pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan

%R.E. Baringbing, Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian
Informasi, Jakarta, 2001, HIm. 54.

%Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogayakarta, 2009, HIm. 24.
%|shaq, dkk, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, HIm 244.
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kembali.”” Aturan-aturan hukum yang dirumuskan itu dalam literatur ilmu hukum
sering disebut dengan norma.

norma*®(Latin) artinya pedoman atau ukuran. Dalam hukum norma
diartikan sebagai® patokan -atau pedoman« sikap" tindak. Sebuah norma
mengindikasikan adanya keharusan untuk melakukan sikap tindak tertentu. Suatu
pernyataan normatif adalah . pernyataan ' yang masing-masing unsur yang
membentuk berhubungan dalam relasi keharusan bukan kausal. Jadi sebuah
pernyataan seharusnya disusul dengan pernyataan yang lainnya, dan bukannya
sebuah pernyataan mengakibatkan munculnya pernyataan yang lainnya. Kant
menyatakan ini sebagai sollen (Ought) bukan sein. Tetapi keharusan tersebut tidak
selalu mengimplikasikan sebuah moralitas. Sebuah normativitas menyatakan
keharusan (yang sifatnya preskriptif).

Jadi karakter normatif dari hukum adalah bahwa hukum mengindikasi
sebuah pedoman atau patokan, dalam hal ini patokan bersikap tindak. Pedoman
atau patokan ini berisi pernyataan-pernyataan yang satu pernyataan dengan
pernyataan lainnya “dihubungkan dengan relasi. keharusan. Artinya sebuah
pernyataan akan seharusnya mengimplikasi.pernyataan lainnya (sebuah peristiwa
harus dilakukan karena telah ada, sebelumnya, peristiwa tertentu).*

Setelah dibuatkannya suatu norma yang dilegitimasi oleh yang
berwenang sehingga terjadilah sebuah perdoman atau patokan-patokan dalam

berbangsa dan bernegara yang disebut dengan aturan. Aturan itu hanyalah sebuah

%" Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, HIm.
115.

% Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana,
Jakarta, 2011, HIm. 31.

*Ib.id.,HIm. 32.
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teks yang berisi perintah dan larangan. Namun dalam melaksanakan aturan itu
diperlukanlah sebuah lembaga atau institusi yang akan melaksanakan aturan-
aturan itu, Dan dalam hal ini disebut dengan penagakan hukum.

Dalam pelaksananaan penegakan hukum itu, seperti.yang telah kemukan
pada permulaan penulisan ini, oleh Soerjono Soekanto sangat dipengaruhi oleh
aturan-aturan hukumnya sendiri,-fasilitas, ‘mentalitas aparat penegak hukum, juga
sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang
disebut dengan budaya hukum, baik secara personal maupun dalam komunitas
sosial masing-masing. adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis
menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa,
hakim, pengacara, atau Satyan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum
langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya rule of
law.*®

Penegakan hukum memang dilakukan oleh orang-orang tetapi harus
ditegaskan disini bahwa penegakan hukum adalah juga kegiatan suatu organisasi
yang terlembaga. Dengan demikian tindakan orang-orang tersebut tidak bisa
dilepaskan dari kelembagaan tempat mereka berada, dimana tujuan dari organisasi
atau lembaga itu akan menentukan bagaimana tingkah orang-orang yang ada
didalamnya.'®*

Proses penyesuaian yang demikian itu menimbulkan gejala yang disebut
sebagai goal substitution atau goal displacement. Dalam goal substitution maka

tujuan yang formal diganti oleh kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang

1%Derita Prapti Rahayu, Budaya Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, HIm. 35.
"b.id.,HIm. 35.
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lebih menguntungkan organisasi di satu pihak dan di lain pihak menekan sedapat

mungkin ancaman terhadapnya dan pada goal displacement, tujuan-tujuan

organisasi telah diterima dan disetujui ditekantarkan demi untuk tujuan-tujuan

adalah me
diwujudkan
hukum dalam kenyataan (la i beda meskipun
keinginan ag

persisihanya

merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan serta dipertanggungjawbkan
kepada pemerintah dan aparat-aparatnya atau pada pihak yang didelegasikan.
Hukum yang tidak efektif tentunya akan berpengaruh terhadap tujuan yang ingin

dicapai. Hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia dalam

10254tjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis., Op.Cit.,HIm. 58-59.
19%esmi Warasih, Hukum dalam Perspektif Sosial, Op.Cit.,HIm. 107.
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masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan-aturan hukum
yang berlaku.***

Dalam hal penegakan hukum itu yang hendak dicapai adalah tercapainya
kesejahteraan bagi masyarakat;. karena negara dibentuk sebagai sarana untuk
mewujudkan kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi
masyarakatnya negara merekrut aparatur negara dan membekalinya dengan tugas
dan fungsi yang harus dijalankan. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
aparatur penegak hukum, dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan
ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, kekuasaan sering
dipertukarkan dengan istilh kewenangan, demikian pula sebaliknya. Selain itu
kewenangan juga sering kali disamakan juga dengan wewenang. '®

Adanya gangguan /dalam terhadap penegakan hukum hukum mungkin
terjadi, apabila adanya ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola
prilaku.’®® Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-
nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang
siur, dan pola perilaku tidak terarah' yang.mengganggu kedamaian pergaulan
hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah
semata-mata berarti pelaksaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan

Indonesia  kecendrungannya adalah demikian, sehingga pengertian law

Ibid.,HIm. 107.

1%Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, HIm. 209-
210.

1%g0erjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.,Op.cit.,HIm. 7.
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Enforcement begitu populer. Selain itu ada kecendrungan yang kuat untuk
mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempuyai

kesimpula

terletak ke

o

keserasian nilai, keserasia

itu sehingga penegakan hukum dapat dijalankan sesuai dengan cita rasa
masyarakat yang dimana tempat pemberlakuan hukum itu
diaplikasikan/diterapkan sehingga keseimbangan akan tercipta dengan sendirinya
melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang

mempuyai kewenangan untuk itu.

107)hid.,HIm. 7-8.
1%8)hid.,HIm. 8-9.
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Selain Tritunggal yang telah dikemukan diatas, dan dalam era globalisasi
sekarang ini, dimana sekat-sekat antar negara semakin tidak terasa lagi tentunya
dalam penegakan hukum juga aparat penegak hukumnya harusnya semakin
berkualitas dalam«hal penegakan.hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Karena
kemapuan aparat dilapangan sangat menetukan hasilyang efektif dan efesien
dalam penegakan hukum tersebut:

Selain keadilan, kepastian, kemafaatan dan" efesiensi menjadi sangat
penting hal ini hanya bisa dijamin oleh dengan hukum yang baik, maksudnya
menempatkan hukum itu pada tempat yang sebenarnya tanpa pandang bulu.
Berbicara tentang kepastian, keadilan dan efesiensi_hukum yang baik berarti
berbicara tentang tatanan hukum. Tatanan hukum dalam bahasa Belanda “Recth
Orde” ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada
hukum. yang dimaksud dengan memberikan  tempat yang sebenarnya, yaitu
menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup hal
itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan
digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi agar tercapai
kepastian, keadilan dan efesiensi-hukum.™®

Hukum merupakan tumpuan antara teori dan kenyataan yang terjadi
didalam masyarakat yang tentunya mengantur kepentingan hidup (hajat) orang
banyak didalam pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau
manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karenanya, wajar apabila penegakan

hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dapat dipercaya, dan

1% Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, HIm.
5.
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menegakkan wibawa hukum  pada hakikatnya berarti menegakkan nilai
kepercayaan dalam masyarakat."® Penegakan hukum hanya dapat terlaksana

apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keharmonisan

rangka pe
pegawai ne

dalam Undz

s

penciptaan negara yang da

kepastian, rasa aman, tentram, maupun kehidupan yang rukun akan dapat
terwujud, tidak adanya penegakan hukum akan menghambat pencapaian

masyarakat memnuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana pendapat Laurence M.

"0aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sianar Grafika, Jakarta, 2011, HIm. 55.
Musnu Goesniadhie S, “Perspektif Moral Penegak Hukum Yang Baik, Jurnal Hukum lus Quia
lustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, VVol. 17, No. 2 April 2010, HIm. 196.
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Friedman yang dikutip oleh Chaerudin ada tiga faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum**?

1. Faktor hukumnya sendiri atau substansi hukum (legal substance)

rupakan suatu

ANAL g

rupakan suatu

a3 L LY

justice system).

Dalam berfungsinya hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum
memainkan peranan yang penting . apabila peraturan sudah baik tetapi kualitas
petugasnya kurang baik akan menimbulkan masalah oleh karena itu salah satu

kunci penegakan hukum adalah mentalitas penegak hukum.

12Chaerudin dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung,
PT. Refika Aditama, 2008, HIm. 58.
B1bid.,HIm. 58.

57



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

b. Lembaga Penegak Hukum
Sebagai lembaga penegak hukum paling tidak ada dua fungsi penting

dari pengadilan yaitu;

penegakan huk : ng dengan | au fasilitas tersebut,
antara lain : : ‘manusia d ganisasi yang baik,

peralatan yang ‘ : \ alau hal-hal itu

potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar
tidak mengulanginya lagi.**®

Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja bukan merupakan
sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-

penyimpangan lainnya. Namun hal lain yang perlu diperhitungkan adalah sarana

450erjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi.,Op.cit.,HIm. 37.
lb.id., HIm. 42.
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ekonomis ataupun biaya dari pada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif
diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efesien,

sehingga biaya dapa ditekan didalam program-program pemberantasan kejatan

penanganan perkara : : ne empuyai efek

menakuti ; )i pu i 8 egah peningkatan
kejahatan

KD , -'-‘_" b 5 asa tergantung pada

, Q . akan mungkin penegak

hukum menyerasikan perana |2

, gan peranan yang aktual.
4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum Dberasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut

tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan  hukum

18)1h.id.,HIm. 42-43.
1h.id.,HIm. 43-44.
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tersebut."*®Didalam masyarakat itu penegak hukum akan menghadapi bermacam-
macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing masing.
Diantara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-
pura mentaatinya; ada yang tidak mengacuhkannya sama.sekali, dan ada pula
yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus
diberi perangsang agar tetap.taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Namun
timbul masalah bagi mereka yang pura-pura mentaati hukum, oleh karena mencari
peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. "’

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga
masyarakat mentaati hukum, menghasilkan kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa
kegiatan atau~ usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang
bertentangan dengan tujuannnya. Kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan hanya
mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum
dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada petugas
saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang Coercive) selalu
menghasilkan ketaatan semu.*?°

Apabila cara demikian. selalu ditempuh, maka hukum dan penegak
hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain yang dapat
diterapkan, cara yang lunak (persuasion) yang bertujuan agar masyarakat secara
mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan
nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan

cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang Kali,

1181h.id.,HIm. 45.
2%h.id.,HIm. 48-49.
1201h.id.,HIm. 49.
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sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum

(Pervasion).'*

Cara lain yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah

yang baik dan yang buruk. Faktor at kuat pengaruhnya dalam masyarakat
terhadap upaya penegakan hukum. anggapan masyarakat bahwa hukum identik
penegakan hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aparat
penegak hukum menjadi semakin bias. Kegagalan dalam penegakan hukum akan

selalu dikaitkan dengan pola dan prilaku penegak hukum yang merupakan

241.id.,HIm. 49.
221b.id.,HIm. 49-50.
12850erjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, jakarta, Rajawali, TT, HIm. 173.
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pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Perundangan (tindakan-
tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan dan hasil tekanan tawar-
menawar dan konflik, ketika semua itu disodorkan pada institusi-institusi hukum,
dengan variabel perantara berupa sikap-sikap dan perasaan yang mendorong
kelompok dan individu untuk mengikuti atau menentang hukum.***

C. Tinjauan tentang Undang-Undang Nemer,39 tahun 2007 tentang Cukai

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang
cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk
memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu.sumber penerimaan negara
sehingga Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai perlu diubah
sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang
tertentu yang mempuyai sifat atau karakteristik ysesuai dengan undang-undang
merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan
keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat
memeberikan landasan. dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau
memperluas objek cukai dengan.tetap. memperhatikan aspirasi dan kemampuan
masyarakat. Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor
cukai, selain upaya penegasan batasan objek cukai, juga perlu penyempurnaan
sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum

(law enforcment) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata

124 aurence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif 1lmu Sosial,, Nusa Media, Bandung, 2013,
HIm. 255.
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pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, materi perubahan

undang-undang antara lain meliputi:'®

a. perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan
dengan praktik bisnisitanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;

b. penyempurnaan' sistem penagihan hutang.cukai, kekurangan cukai, dan/atau
sanksi administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara
angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;

c. mengatur ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan
dengan ketentuan yang mengatur mengenaihadan peradilan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak;

d. penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembanagan zaman
dan ketentuan audit cukai;

e. penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam
bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang
mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau
pengawasan dibidang cukai secara tidak sah;

f. pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (punishmnet) melalui

komisi kode etik serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai berdasarkan kinerja;

pengaturan pemberian penghargaan (reward) bagi yang berjasa;

pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah.

=xe

Undang-undang cukai Nomor 11 Tahun 1995 mengubah ide dasar cukali
dari pajak kenikmatan menjadi pajak dosa. Perubahan itu menjadikan cukai
dikenakan hanya untuk barang-barang tertentu..yang mempuyai sifat dan
karakteristik yang ditetapkan, Kreteria. ituskemudian dijelaskan sebagai barang-
barang yang dalam pemakaiannya, antara lain perlu dibatasi atau diawasi.'?®

Ide dasar sebagai pajak dosa itu diubah dengan lagi dengan Undang-
Undang Nomor 39 tahun 2007. Kriteria Barang Kena Cukai (BKC) menjadi
sangat luas dan mampu menjangkau begitu banyak barang. BKC meliputi barang-

barang tertentu yang mempuyai sifat atau karakteristik; konsumsinya perlu

125 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, HIm. 302.
%|b.id.,HIm. 303
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dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan
dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakainnya perlu
pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.*’

Ide dasar pajak dosa-dan pajak kenikmatan keduanya tercakup dalam
kriteria_undang-undang baru itu, serta masih ditambah lagi dengan prinsip
keadilan dan keseimbangan. Dengan fuashya; kriteria itu maka jenis BKC yang
hanya 3 (tiga) memang pantas disebut sangat minim. Apalagi bila bilangan itu
dibandingkan dengan negara-negara lain yang jumlahnya mencapai belasan.'*®

Sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995, telah ada ketentuan untuk
menambah BKC. Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa penambahan atau
pengurangan jenis barang kena cukai diatur dengan peraturan pemerintah.
Selanjutnya penjelasan ayat ini  menyebutkan bahwa penambahan dan
pengurangan BKC dikemukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Selain hal tersebut diatas, ada beberapa prinsip dalam undang-undang
tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan
kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan
semua pihak yang terkait deiperlakukan dengan cara yang sama dalam
hal dan kondisi yang sama.

b. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian
nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai

c. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat dibidang kesehatan,
ketertiban dan keamanan

271h.id.,HIm. 303.
1281h.id.,HIm. 303-304.
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d. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada
perekonomian nasional

e. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan aministrasi
cukai dapat dilaksanak secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah di
pahami oleh anggota masyarakat

f. Kepentingan penerimaan negara dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam
undang-undang ini dapat _menjamin-peningkatan. penerimaan negara,
sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan
pembangunan nasional

g. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan
yang diatur dalam undang-undang ini.

D. Barang kena Cukai'?®

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai menyebutkan ada tiga jenis barang
kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil
alkohol dan hasil tembakau..Penambahan. atau-pengurangan jenis barang kena
cukai tersebut sangat dimungkinkan mengikuti perkembangan ekonomi, situasi
politik, serta keuangan negara' >

Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna,
merupakan senyawa organik dengan rumusan kimia C2H50H, yang diperoleh
baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa Kkimiawi,
sementara yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol

adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunkan sebagai bahan baku

12Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempuyai sifat atau
karakteristik;konsumsinya perlu diawasi , pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi
keadilan dan kesimbangan . Dian Jusriyati, “Apa itu Barang Kena Cukai?”, Warta Bea Cukai,
Edisi 406 September 2008, HIm. 46-47. Atau lihat juga Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan,
Sinar Grafika, Jakarta, 2012, HIm. 142.

"lb.id.,HIm. 143.
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atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil
alkohol.**!

Hasil tembakau berupa sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari
tembakau rajang.yang dibalut dengan kertas.dengan cara dilinting, untuk dipakai,
tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantuyang digunakan dalam
pembuatannya. Sigaret ini terdiriidari sigaret Jkretek, sigaret putih, dan sigaret
kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret dalam pembutannya dicampur
dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan
jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa
dicampuri dengan cengkih, kelembak dan kemenyan. Sigaret kretek dan sigaret
putih terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara
lain selain dari pada mesin. Segaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan
mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yangidalam pembutannya mulai dari
pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjual
eceran, sapai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan
mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif dan harga jual ecerannya dibedakan
menjadi sigaret kretek mesin (SKiM) dan sigaret putih mesin (SPM).**

Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan cara lain selain mesin
adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam proses pembuatannya mulai
dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjual
eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Selanjutnya dalam penggolongan tarif dan harga jual ecerannya dibedakan

Bh.id.,HIm. 143.
132 Andrian Sutedi.,Loc.cit.,hlm. 143-144.
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menjadi sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek tangan filter (SKTF) dan

sigaret putih tangan (SPT).**

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya

definisi hasil tembakau sebelum yang dibuat secara lain dengan perkembangan
teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan

pembantu yang digunakan dalam pembutannya.**

1331h.id.,him. 144.
1341h.id.,HIm. 144.
1359h.id.,HIm. 144.
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E. Ketentuan Tindak Pidana dibidang Cukai

Tugas yang diemban Dierektorat Jenderal Bea dan Cukai bisa dikatakan

tidak ringan karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukaimempuyai multitugas yang

diantaranya m

terbesar na

=

pendapatan

et

E )
)
BN
P~
re
s

pemasukan
harus baik ke

penyelenggaran

Dalam melaksanakan ketiga pengawasan dibidang cukai tersebut, dibutuhkan
profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk
menjunjung profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui
segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran

136)h.id, HIm. 405.
B71bid.,HIm. 406.
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dibidang cukai, baik pelanggaran yang merugikan negara maupun pelanggaran
yang termasuk tindak pidana dibidang cukai.'*®
Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di undang-undang
masing-masing, yaitu tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan
pidana cukai yang diatur dalam undang-undang cukai Pasal 50 sampai dengan
Pasal 62. Tindak pidana cukaipada’pasat tersebut meliputi tidak memiliki izin
atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC, tidak melakukan pencatatan
atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-
buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC
tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai,
membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan,
menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah
dipakai) dan ‘membuat dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun,
memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima
dan/atau menawar pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak.'*°
Berikut ini tindak pidana dibidang cukai yang berkaitan dengan tugas dan

tanggungjawab Direktorat Bea dan Cukai adalah:**°
a. Tanpa memiliki izin

Setiap orang yang tanpa memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang

Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, atau mengimpor barang

kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana

dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima

tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling
banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya.

1381hid.,HIm. 406.
¥ bid.,HIm. 507.
%O1bid., HIm. 408-411.
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b. Tanpa mengindahkan kewajiban memberitahukan pemasukan atau
pengeluaran BKC

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan Yyang
mengeluarkan barang kena cukai dari pabriksatau tempat penyimpanan
tanpa mengindahkan ketentuan pemasukan atau pengeluaran barang kena
cukai-ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan maksud
mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling
singkat (1) satu tahun dan paling lama (5) lima tahun dan pidana denda
paling sedikit 2 (dua) kalt nilai-cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali
nilai cukal yang seharusnya dibayar.

c. Pemalsuan buku, catatan, dokumen bukti dasar pembukuan, dan dokumen

lain termasuk data elektronik dan sebagainya.

Setiap orang yang dengan sengaja memperlinatkan atau menyerahkan
buku, catatan, dan/atau dokumen, yang terhadapnya dilakukan
pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan
buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan atau laporan
keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar bukti
pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha,
termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan
dibidang cukai yang terhadapnya dilakukan audit cukai, wajib
memberikan keterangan lisan dan/atau stertulis, menyediakan tenaga,
peralatan dan menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen
yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan
dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan
dengan kegiatan dibidang cukai yang palsu atau dipalsukan, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6
(enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah)

d. Menawarkan, menyerahkan atau menjual BKC tidak dikemas dan

sebagainya.

1. Setiap orang yang menawarkan, meyerahkan, menjual, atau
menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk
penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi
tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh dijual, setelah sikemas
untuk dujual eceran dan dilekati pita cukai atau dibubihi tanda
pelunasan cukai yang diwajibkan, dengan pidana paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima ) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh)
kali nilai cukai yang harus dibayar.
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. Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru atau
memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dipidana
dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahundan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai
cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang harus
dibayar.

. Setiap.orang yang-membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual
menawarkan, - menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau
mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu
atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling.lama’8. (delapan) tahun dan pidana denda paling
sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan.paling banyak 20 (dua puluh)
kali nilai cukai yang seharusnya.

. Setiap orang yang mempergunakan, menjual, atau menawarkan,
meyerahkan, menydediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukali
atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai
cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang
seharusnya.

. Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual,
menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang
diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana
berdasarkan undang-udang cukai dipidana dengan pidana paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paing sedikit 2 (dua)kali milai cukai dn paling banyak 10 (sepuluh)
kali nilal cukai yang harus dibayarkan.

. Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai
atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau
membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda
pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana
paling singkat 1. (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak
10 (sepuluh) kali nilar"cukal yang harus dibayar.

Dalam rangka menegakkan tindak pidana dibidang cukai, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1995 tentang cukai, didalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh

Penyidik pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru, secara spesifik terkait dengan
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Pasal 54 dan Pasal 55 yang mengatur tentang peredaran rokok tanpa dilekati pita

cukai dan menggunakan pita cukai palsu, adalah sebagai berikut;

Pasal 54;

Setiap.orang yang menawarkan, meyerahkan, menjual, atau menyediakan
untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan
eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan
cukai-lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara.paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2
(lima) tahun dan/atau pidana denada paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai
dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya.

Pasal 55;
Setiap orang yang;

a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan
pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;

b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, mejual, menawarkan,
menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atai menimpor pita
cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau
dipalsukan; atau

c+ Mempergunakan, = menjual, . menawarkan, = meyerahkan,
menyediakn-untuk dijualatau.menimpor pita cukai atau tanda
pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakali,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikir 10 (sepuluh) kali
nilai cukai dana paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.

F. Ketentuan Cukai untuk penyidik.

Sebelum penulis mengemukakan tugas dan fungsi serta kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang tentang ketentuan penyidikan terhadap tindak
pidana dibidang cukai, alangkah baiknya disini penulis menyampaikan makna

penyidikan secara universal didalam literatur.

72



1. Pengertian penyidik dan penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang."** Kewenangan penyidik dalam Pasal 6 tersebut. meliputi menerima
laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan
tindakan pertama pada saat-ditempat | Kejadian, menyuruh berhenti seorang
tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pengkapan,
penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan penyitaan dan pemeriksaan
surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk
didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli
yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan
penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggungjawab.'*

Dalam Pasal berikutnya tentang ketentuan penyidik, yakni Pasal 2 dan 3
KUHAP adalah bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1
huruf b mempuyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing “dan.dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah
koordinasi dan pengawasan penyidik dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, da dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik
wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam hal polisi dan PPNS sebagai penyidik maka dalam hal terjadinya

suatu tindak pidana atau peristiwa hukum yang menimbulkan keresahan didalam

“Ipasal 6 ayat 1 butir a dan b, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
1%2pasal 7 ayat 1 butir a-j, Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.
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masyarakat dan telah diatur dalam undang-undang maka tugas dari pada penyidik
tersebut adalah melakukan tindakan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
(Kitab Undang-Undang Hukum.Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan,
yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian:tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur.“dalam undang-undang.sini untuk mencari serta

mengumpulkan “bukti yang dengan bukti itu" membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 diatas,
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah = setiap tindakan
penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung
keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan
pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk
mendukung keyakinan bahwa-perbuatan-pidana itu telah terjadi, harus dilakukan
dengan cara mempertimbangkam dengan seksama makna dari kemauan hukum
yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peritiwa pidana
(kriminal) itu bertentangan.dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang
ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan
telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata
dirugikan atas peristiwa itu.'*

Selanjutnya, ukuran normatif adalah sebagaimana yang diatur atau

ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. yang lebih penting lagi

“*Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, HIm. 32.
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adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak. Yang
dimaksud dengan nilai moral adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap

peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang
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pidana yang . s a..Dan hal ini tentu

sebagai tindak pidana. pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada
tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang
ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menetukan
pelakunya. Dari penjelasan diimaksud hampir tidak ada perbedaan makna

keduanya. Hanya bersifat gardual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan

%41hid., HIm. 32-33.
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adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan
dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.**
Titik taut hubungan tersebut menurut pedoman pelaksanaan Ktab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyelidikanbukan
lah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan,
melainkan merupakan hanya_salahisatu-cara atau metode atau sub daripada fungsi
penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu ‘penindakan yang berupa
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,
pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
kepada Penuntut Umum.**°
namun.demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara
kedua tindakan tersebut:
Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari “semua
anggota’ polri, dan pada dasarfiya pangkat dan wewenangnya berada
dibawah pengawasan penyidik, wewenangnya sangat terbatas, hanya
meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu
tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. hanya dalam hal-ha yang
telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik
melakukan tindakan yang disebut dalam. Pasal 5 ayat (1) huruf b
(penangkapan, larangan meninggalkan tempat,penggeledahan, penyitaan,
dan sebagainya).
Untuk dapat diangkat menajdi penyidik berdasarkan syarat kepangkatan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

1983 berdasarkan Pasal 2 huruf a adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia

tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi dan

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, HIm. 109.

8 jlik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, PT.
Alumni, Bandung, 2007, HIm. 55.

M. Yahya Harahap.,Op.cit.,HIm. 109.
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huruf b-nya adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya
berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan 11/b) atau yang disamakan dengan

itu, dan sekarang untuk dapat diangkat menjadi penyidik berdasarkan Peraturan

2012 dikatakan : h ‘ dah Inspektur dua

Polisi.**°

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor

27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

18_jhat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
9 _ihat Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2012.

77



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

untuk dapat dingkat sebagai penyidik harus berpangkat paling rendah Penata

Muda/ golongan I11/a*°

Perbedaan persyaratan pengangkatan penyidik adalah dimana dimana pada

terkait sya
mencantumka it menimal p { enyidik polri yakni
strata satu (

Seda

2. Ketentuan cukai untuk'g
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkunag Direktur Jnederal Bea

dan cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk

%%peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3A ayat (1)
huruf b

>lwindaranimy.blogspot.co.id, diakses tanggal 1 Desember 2016
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melakukan penyidikan tindak pidana dibidang cukai (Pasal 63 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007). Penyidik karena kewajibannya berwenang:**?

a.

b.

e

Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana dibidang cukai

Memanggi!l " orang.. untuk _didengar  dan.. diperiksa sebagai
tersangka/saksi

Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang
disangka melakukan tindak pidana dibidang cukai

Memotret dan/atau smerekant: melalui media audio visual terhadap
orang, barang, sarana pengangkut, atau.apa saja yang dapat dijadikan
bukti adanya tindak pidana dibidang cukai

Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut
undang-undang ini dan pembukuan lainnya

Mengambil sidik jari orang

Menggeledah rumah tinggal, pakaian, dan badan

Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang
yang terdapat didalamnya apabila’ dicurigai adanya tindak pidana
dibidang cukai

Menyita benda-benda yang diduga kerasa merupakan barang yang
dapat dijadikan bukiti dalam perkara tindak pidana dibidang cukai
Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat
dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang
cukal

Mendatangkan tenaga.ahli;-yang -diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara

Menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana dibidang
cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka

Menghentikan penyidikan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana.dibidang cukai menurut hukum yang bertanggung
jawab

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur

oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. untuk

kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat

menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang cukai.

52 Andrian Sutedi, Op.cit.,HIm. 415-416.
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3. Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri.

Dalam melaksanakan Penegakkan hukum sesuai dengan sistem peradilan

pidana terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penegak hukum

g khusus oleh
ermasuk dalam

gawasan dan

adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.
Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara

memilikinya. Bea cukai merupakan perangkat negara yang “konvensional” seperti

33|srar Chalid, Eksistensi PPNS Kehutanan Sebagai Bagian Integral Criminal Justice System
dalam Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan (Studi kasus No. 356/Pid.Sus/2012/PN. Siak dan
No.729/Pid.Sus/2014/PN. PBR, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015, HIm. 58.

b.id.,HIm. 58.
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halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata yang
eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.**®

Fungsi bea dan cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman
kerajaan dahulug«namun belum_ ditemukan. bukti-bukti.. tertulis yang kuat.
Kelembagaannya saat itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya.
Sejak VVoc masuk, barulah bea;cukai, terlembagakan secara nasional. Pada masa
hindia belanda tersebut, masuk pula istilah “Douane” untuk menyebut petugas bea
dan cukai. Nama resmi bea cukai pada masa Hindia-Belanda tersebut adalah “De
Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I.LU dan A) atau dalam
terjemahan bebasnya berarti dinas bea impor dan bea ekspor serta cukai.
Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea eksor atau masuk), uitvoer-
rechten (bea ekspor/keluar), dan Accijzen (excise/cukai).**®

Tugas memungut bea (bea berasal dari bahasa sansekerta) baik impor
maupun ekspor serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah kemudian yang
memunculkan istilah. bea dan cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi pada
saat itu diantaranya “Gouvernment Besluit Nomor 33.tanggal 22 Desember 1928
yang kemudian diubah dengan keputusan pemeritah tertanggal 1 juni 1934.%"

Pada masa pendudukan Jepang , berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
tentang pembukaan kantor-kantor pemerintah di Jawa dan Sumatera tanggal 29
April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, bea cukai

sementara hanya mengurusi cukai saja. Lembaga bea dan cukai setelah Indonesia

merdeka, dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1946 dengan nama pejabat bea dan

15waw.beacukai.go.id. Diakses tanggal 4 Desember 2016
15 H

Ibid.

®Ibid.
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cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A
Kartadjoemena sebagai kepala bea dan cukai yang pertama. Jika ditanya kapan

lahir bea dan cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai

menjadi

2. Cukai

pengaturan, as 3 ' barang tertentu

dikarenakan

sehingga dapat menambah pundi-pundi pemasukan keuangan negara. Di zaman
seperti ini dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan
kehidupan yang lebih baik mulai tumbih, maka fungsi kontrol dan peranan cukai
harusnya lebih dapat diarahkan untuk melindungi berbagai kepentingan

masyarakat dibidang ketenagakerjaan, kesehatan, masyarakat, distribusi

%8 Andrian Sutedi, Op.cit.,HIm. 137.
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pendapatan, dan pengawasan peredaran barang-barang terentu yang dikenai
cukai.'

Namun, apabila cukai hanya dipandang sebagai kumpulan penghasilan
angka-angka saja.maka jiwa dan.kodratnya akan berubah sehingga orientasi yang
dilakukan adalah pada tataran bagaimana menambah objek penghasilan cukai,
bukannya pada tingkatan intensifikasi kepatuhan pada pelaksanaan peraturan
dibidang cukai. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan fungsi pajak yang secara
tegas tidak menekankan adanya kasidah-kaidah pokok seperti yang dimaksudkan
dalam pengertian yang terkandung pada filosofi, falsafah dan definisi cukai itu
sendiri.*®

Dengan-demikian penambahan objek baru tidak dapat dilakukan semudah
penambahan objek pajak dengan dengan cara mengamandemen peraturan yang
ada dikarenakan filosofi, falsafah serta definisi yang sangat berbeda yang berlaku
secara umum di dalam sistem keuangan negara. Perbedaan tersebut sudah barang
tentu mengandung _batasan-batasan serta ruang lingkup tersendiri terhadap
karakteristik masing-masing pungutan yang dikenakan.'®*

Jika merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, mengatur
tentang barang-barang tertentu yang dinyatakan sebagai barang kena cukai dengan
sifat dan karakteristik, maka didapati bahwa filosofi pemungutan cukai adalah
sebagai konsumsi yang perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi,

pemakaiannya dapat menibulkan dampak negatif bagi masyarakat atau

1%91hid.,HIm. 138.
1801 hid.,HIm. 138.
®1)1hid.,HIm. 138.
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lingkungan, dan pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan

dan keseimbangan.

3. Wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai

Timur dan 0025-0045 Linatang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50
meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan
bergelombang dengan ketinggian berkisar anatara 5-11 meter, dan dibelah oleh
aliran sungai siak, yang mengalir dari Barat hingga ke Timur dengan 527 Km,
lebar sunagi 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi

sebagai jalur pelayaran Internasional (IMO) International maritime Organitation
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serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; umaban Sari, Sail, Air Hitam
Sibam, Setukul, Kelutut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan

tampan.'®?

Secara adminis erbata an ¢ abupaten lain sebagai

timur berbatasan de g clalaw , dan sebelah
barat berbatasa Kabug : Q memiliki wilayah
632,26 km
dikemban elaua , _- 3 Wila ainnya seluas 30%

dipertahanki

belas) Kecamatan dan 58 (lima puluh delapan) kelurahan, 617 RW dan 2521

2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru®®

162http://bptpm.pekanbaru.go.id/investasi/2/ GAMBARAN-UMUM-KOTA-PEKANBARU . html,
diakses 11 Desember 2016.
163 1h;

Ibid.
*1pid.
85http://repository.uin-suska.ac.id/2696/3/BAB%2011.pdf, diakses pada tanggal 11 Desember
2016
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a. Kependudukan di Kota Pekanbaru.
Masalah kependudukan dikota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain

di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk

nagakerjaan. Jika
tingkat pertt yediaan tenaga
kerja. Pena engan kesempatan

kerja yang c

onomi kota ini. Sektor

dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain
itu, muncu beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza senapelan,
Plaza Citra, Plaza Suka ramai, Mall Pekanbaru, Mall Ska, Mall Ciputra Serya,

Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.*®’

1%6Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru Tahun 2014
7http://repository.uin-suska.ac.id/2696/3/BAB%2011.pdf, diakses pada tanggal 11 Desember
2016
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BAB IlI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum tindak pidana dibidang-cukai.rokok oleh penyidik
pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru.

Kinerja Penyidik pegawai-negeri sipil (PPNS) atau pejabat bea dan cukai
merupakan bagian yang'sangat penting dalam menegakkan hukum tindak pidana
dibidang cukai dan kepabeanan, sebab ujung tombak dalam penanggulangan
pelanggaran hukum dibidang cukai dan kepabaenan dimasyarakat adalah suatu
keberhasilan «pejabat bea dan cukai (PPNS) dalam melaksanakan dan
mengungkapkan pelanggaran hukum dibidang cukai dan kepabeanan akan sangat

tergantung pada kenerja penyidik pegawai negeri sipil tersebut.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS),bea dan cukai sebagai salah satu
unsur penegak hukum dibidang cukai yang berdiri dibaris depan dan merupakan
pilar utama dalam menegakkan hukum harus menyadari bahwa fungsi dan tujuan
mereka sangat strategis, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995

tentang cukai.

Selain fungsi yang sangat strategis dalam pelaksanaan undang-undang
tersebut, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bea dan cukai sesungguhnya
adalah merupakan gatekeeper in the process criminal justice system atau penjaga
pintu didalam sistem peradilan pidana. Pejabat bea dan cukai (PPNS) dalam

melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum dibidang cukai serta
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melayani dan melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai yang beredar

diseluruh Indonesia.

Dalam penegakan hukum tersebut, pejabat bea dan cukai secara mutatis
mutandis melaksanakan undang-undang cukai, ada dua cara penegakan hukum
yang dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yakni penegakan hukum secara
preventif' maupun secara “-represif. Penegakan:, hukum secara preventif
(pencegahan).-dibidang cukai dimaksud adalah memeriksa seluruh kelengkapan
barang kena cukai sehingga tidak melanggar aturan hukum, sedangkan penegakan
hukum secara represif'® adalah menanggulangi kejahatan setelah terjadi
pelanggaran hukum dibidang cukai yaitu dengan melakukan penyelidikan,
penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan. tersangka dan saksi-saksi,
kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sesuai amanat Undang-Undang tNomor -39+ Tahun 2007 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun' 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) sebagai fungsi penyidik dibidang cukai.

Dalam posisinya sebagai pejabat bea dan cukai (PPNS) yang melakukan
pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang baik yang masuk maupun keluar
dari wilayah Indonesia. Pejabat bea dan cukai di wajibkan untuk mengendalikan
barang kena cukai (BKC) yang diduga melakukan pelanggaran hukum terhadap

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang

188C. Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan, cetakann-1, Nuansa
Aulia, Bandung, 2012, HIm 7.
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Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Tentunya penegakan hukum prventif
maupun represif harus dintensifkan agar pengendalian dan peredaran rokok tanpa

cukai dapat diatasi dan diminimalisir pelanggarannya.

Diatas telah penulis kemukan bahwa pejabat bea dan cukai (PPNS) dapat
melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif. Berikut ini akan
penulis uraikan tentang penegakan hukum dibidang cukai rokokyang dilakukan
oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor pengawasan dan pelayanan

bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, diantaranya adalah;

A. Penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai secara preventif

1. Melakukan upaya penegakan hukum secara administratif.

Berdasarkan laporan Ke IV tentang The Prevention of Crime and The
Treatment Of Offender (pencegahan kejahatan, dan penanggulangan pelaku
kejahatan) di Caracas Tahun 1980, diidentifikasi bentuk penyimpangan ekonomi
salah satunya adalah penipuan bea dan cukai. Yang disinyalir karena adanya
barang-barang yang masuk tidak dengan formalitas pabean yakni dengan cara

diseludupkan.*®®

Ada sejumlah ketentuan yang dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai

dalam rangka penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai. Berdasarkan Pasal

1%°Djseludupkan artinya dalam bahasa Inggris;smugle, bahasa belanda; Smokel ialah mengimpor,
mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas Pabean (Douaneformalitteiten) perundang-undangan
yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Douaneformalitteiten ialah sayarat-syarat
Pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau (mengekspor) barang
termasuk perdagangan (pengangkut) interinsuler. Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi
Pembahasan Tindak Pidana Penyeludupan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, HIm. 32-33.
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33 ayat (1) huruf a dan c, undang-undang cukai bahwa pejabat bea dan cukai
berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau

barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian,

tentang peruba s Undanc 3 5 tentang cukai,

Pasal 33 a ]a apat diketahu angan DJBC dalam

dakan berupa

dalam lingkup

10 erangkatan sarana

Tujuan dari pada pencegaha adap sarana pengankut dapat diketahui
berdasarkan penjelasan Pasal 37 undang-undang cukai, dimana tujuan itu
dijelaskan bahwa penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea
dan cukai terhadap sarana pengakut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara
dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan
kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan demikian penghentian dan

pemeriksaan sarana pengakut serta barang kena cukai hanya dilakukan secara
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selektif didasarkan informasi adanya barang kena cukai yang belum memenuhi

persyaratan administrasi yang diwajibkan undang-undang.

tempat lain

cukai.

efektif dilaksanakan. Hal ini berda observasi dan penelitian langsung
penulis, karena begitu banyaknya hasil penindakan yang dilakukan oleh pejabat
bea dan cukai di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di kota

Pekanbaru. Berikut ini hasil penindakan penyidik secara preventif dalam rangka

penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok.
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Tabel 111.1

Jumlah  kasus tindak pidana dibidang cukai rokok yang
ditanganiolehpenyidik Bea dan Cukai kota pekanbaru Tahun 2013 s/d 2015

NO | Tahun Jumlah Barang

Sumber:

aﬁ menunjukakn
kecendrung i ta un keta un. 2013 diaman kan
sejumlah 70

bungkus, d

orang yang tidak bertanggungjawab, mengapa demikian karena barang-barang
yang disita oleh penyidik adalah barang-barang yang tidak bertuan dan di indikasi
telah melanggar undang-undang cukai yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai.
Terhadap barang-barang yang tidak bertuan tersebut, oleh penyidiik pegawai

negeri sipil (PPNS) bea dan cukai diberikan tindakan berupa penyitaan dan
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diumumkan dipapan pengumuman untuk mengambil bagi mereka yang merasa
memiliki barang tersebut. Dan bila mana barang kena cukai (BKC) tersebut tidak

ada yang mengupayakan untuk diselamatkan oleh yang berhak maka barang-

bea dan : } elaya : a dan cukai
(KPPBC) tipe a B kota P : a berdasarkan
penelitian e pang g kena cukai
berupa rok G ita ik da arena peredarannya
tidak memenuhi keten . 3 au dengan kata

lain melang

2. Melaksa

Republik Indonesia dan penyidi negeri sipil bea dan cukai dengan
memanfaatkan sejumlah informasi yang berkembang dimasyarakat. Dalam

melaksanakan operasi tersebut para penegak hukum melakukan pemantauan,

%\wawancara dengan Bapak Indra Baringin(Katim Penyidik dan Penindakan), pejabat pada bea
dan cukai di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean B kota
Pekanbaru, pada tanggal, 12 Desember 2016.
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pengamatan di pelabuhan-pelabuhan yang berada dikota Pekanbaru, atau turun
langsung kelapangan untuk mengantisipasi masuk dan beredarnya rokok illegal.*"
3. Melaksanakan operasi pasar dan Patroli

Operasi_pasar dan patroli_dilakukan.eleh pejabat bea dan cukai (PPNS)
guna untuk mengantisipasi beredarnya rokok illegal yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang: berlaku: Setiap kali melaksanakan operasi
pasar dan patroli, jika didapat adanya rokok yang diedarkan yang diduga
merupakan rokok tanpa pita cukai dan bila mana yang melakukan itu masih
merupakan pedang kecil maka penyidik dalam hal ini-akan memberikan informasi
atau pemberitahuan bahwa rokok tersebut dilarang beredar karena melanggar
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap barang tersebut
dilakukan penyitaan agar tidak lagi diedarkan.

Dari paparan yang telah penulis kemukan diatas maka penegakan hukum
preventif yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor
pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru,
cukup efektif dilaksanakan. Hal ini berdasarkan penelitian langsung penulis di
kantor tersebut, begitu banyaknya rokok-rokok tanpa pita cukai yang disita dari
hasil operasi pasar dari pedagang/pengecer yang dilakukan oleh penyidik
pegawai negeri sipil tersebut. Tentunya hal tersebut harus mendapat apresiasi dari

seluruh komponen bangsa ini.

"\Wawancara dengan Bapak Sapar A. Hasibuan sebagai penyidik pada kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, pada tanggal 16 Mei 2016.
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B. Penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok secara represif

Tindakan represif adalah suatu tindakan atau upaya penegakan hukum

yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan

penyidik d ah melakukan
penangkapa . ' 3 z : aan dari pada
upaya ters ana di bidang

cukai.

memenuhi dua alat bukti yang sah

Setelah melakukan pengkapan, penyidik akan melakukan sejumlah
rangkaian baik berupa gelar perkara ataupun melakukan olah perkara di tempat
kejadian perkara (TKP) bersamaan diikuti penyidik, jaksa penuntut umum dengan

tersangka. Gelar perkara itu dimaksudkan agar perkara pidana itu menjadi jelas

72pasal 1 butir 20, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

95



dengan sejelas-jelasnya karena akan mempermudah pembuktian ketika
dipersidangan disebabkan perkara pidana membutuhkan bukti materiil dalam

proses persidangan nantinya.'”

Selanjutnya. tindakan penyidik adalah melakukan wupaya penahanan
terhadap si tersangka. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa
ditempat " tertentu oleh penyidik, atau penuntut’ umum atauhakim dengan
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam. undang-undang
ini.’”* Disinilah letak salah satu keistimewaan dari hukum acara pidana
Indonesia. la mempuyai ketentuan yang menyingkirkan asas-asaas yang diakui
secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang.
Oleh karena Itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan
dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Karena dapat
dilakukan praperadilan dan/atau- tuntutan. gantt rugi berdasarkan Pasal 95
KUHAP.'™ Penahanan dilakukan dalam rangka adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
dan juga merusak ataumenghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak
pidana. menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan salah

satu delik tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Pada saat penahanan inilah

dilakukan pemberkasan.

"\Wawancara dengan Bapak Indra Baringin sebagai ketua tim (Katim) penyidik pegawai negeri
sipil (PPNS) dan penindakan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya B
kota Pekanbaru pada tanggal 12 Desember 2016.

pasal 1 butir 21, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

> Andi Hamzah, Huukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, HIm. 129.
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Selanjutnya upaya penyidik adalah dapat melakukan penggeledahan.
Penggeledahan ada dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.
Berdasarkan Pasal 1 butir 17 penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik
untuk memasuki«rumah" tempat_tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk
melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam
hal menurut dan menurut cara-yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan
penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan
badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada

pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.'”

Meskipun penyidik dapat melakukan penggeladahan namun perlu diingat
bahwa dalam rangka menghormati hak asasi manusia, maka penggeledahan harus
dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang karena perampasan hak-
hak asasi orang lain dapat diperkarakan-berdasarkan Pasal 167 dan 429 KUHP.
oleh karenanya prinsip kehati-hatian penyidik dalam melaksanakan undang-
undang harus menjadi suatu perhatian yang serius, jangan sampai penyidik dalam

melakukan penegakan hukum tetapi sebaliknya melanggar aturan hukum.

Demikian pula, selanjutnya upaya penyidik dalam upaya penegakan
hukum tindak pidana di bidang cukai selain upaya yang telah disebutkan diatas,
yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan terakhir adalah penyitaan.
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau
menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

7®pasal 1 butir 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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penuntutan dan peradilan.'”” Menurut Andi Hamzah definisi ini agak panjang,

tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam

penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

right to own

(2) yang
property a orang berhak
mempuyai lain), “no one
shall be ar dep 0p pun dapat dirampas

miliknya de

Berdasarkan hal-hal yang telah kemukan diatas, maka kembali kepada
persoalan awal penegakan hukum dibidang cukai rokok yang dilakukan oleh
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor pengawasan dan pelayanan bea
dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru. Berdasarkan data-data yang

telah penulis sajikan pada bab sebelumnya diketahui bahwa sepanjang tahun

77pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8 Andi Hamzah, Op.cit.,HIm. 148.
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2013-2015 berjumlah sebanyak 4 (empat) kasus. Dimana jumlah tersebut
diantaranya adalah pada tahun 2013 satu (1) kasus, tahun 2014 satu (1) kasus dan

pada tahun 2015 dua (2) kasus. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa peningkatan

jumlah pelangga i dari tal in meningkat artinya
dalam ik pe egeri sipil
mengala kup, signifik us tersebut,
NWES W,
pelanggar e idik “a itan dengan
pelanggara gguna unakan cukai
(rokok pol II tuan Pasal 54
dan 55. Beriku penulis saji é’ﬁgé a én';ﬁ'ib
e 1 ——
Jumlah ka pid ditangani oleh
penyidik Be ai ko 201 )
No Ta B Keterangan
1 |2013 Sudah
dimusnahkan
2 | 2014 Sudah
a an 107 | dimusnahkan
us.
3 2015 karton, 25 | Sudah
slop dan 200 | dimusnahkan
bungkus.
Total Kasus 6

Sumber: Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
(KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru.

Dari tabel diatas, bahwa secara kuantitas dan kualitas terjadi pelanggaran
dan peredaran rokok tanpa cukai terjadi peningkatan, tapi yang lebih berbahaya

lagi bukan dari aspek seberapa banyak kasus itu terjadi, namun lebih kepada
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berapa banyak peredaran rokok tanpa cukai itu beredar, dan jika rokok-rokok
tersebut lolos kepasaran pastinya akan merugikan masyarakat dari aspek

kesehatan. Bisa dibayangkan jika rokok-rokok itu beredara dipasaran, maka

berapa banyakny Konsum eracuni dan seberapa

besar | ‘ ‘ Q ‘m“‘ .’é‘
7

. pita cukai

diperoleh 10 ebut, berikut ini

jumlah or.

a.
b.
c.
d.
maka akan dapat
dikonsumsi oleh an dari data 70 slop
dikalikan dengan jumlah enghasilkan angka 700 (tujuh

ratus). Sedangkan untuk tahun 2014 okok tersebut lolos dipasaran maka akan
dapat dikonsumsi hampir 5.800 (lima ribu delapan ratus) orang, angka ini
diperoleh dari data bahwa terdapat 20 (dua puluh) slop, ditambah dengan 7 (tujuh)
karton dan 107 (seratus tujuh) bungkus rokok tanpa cukai, dan untuk pada tahun
2015, jika rokok itu beredar dipasaran maka akan dikonsumsi hampir 7650 (tujuh

ribu enam ratus lima puluh) orang. Jadi dari data diatas jelas bahwa peningkatan

pelanggaran peredaran rokok dari tahun ketahun meningkat. Hal ini tentunya akan
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menggangu kesehatan masyarakat dan pemasukan negara. Jadi selama 3 (tiga)
tahun, dari mulai tahun 2013, 2014, 2015, maka pejabat bea dan cukai berhasil
mengamankan 14. 150 (empat belas ribu seratus lima puluh) bungkus, dan jika
dikalikan dengan« satuan harga._misalnya..Rp. 10.000/bungkus, maka akan
diperoleh pemasukan negara sebesar Rp. 141.500. 000 (seratus empat puluh satu
juta lima ratus ribu rupiah). Angkaini ‘cukup keclil jika selama tiga tahun tersebut
pemasukan ke keuangan negara, nhamun hal yang lebih penting adalah jika rokok-
rokok itu beredar maka kerugian kesehatan terhadap masyarakat lebih penting dari
segalanya, dan disinilah letak dari fungsi filosofi dari pada undang-undang cukai
tersebut, yakni fungsi pengaturan, pengawasan dan_pemasukan negara, agar

terjadi keseimbangan dan keadilan.

Selain” melakukan pengungkapan atau penangkapan yang dilakukan
penyidik juga terdapat rokok-rokek.tanpa, cukai yang disita oleh penyidik karena
telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukali, jika ditilik
lebih jauh maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jumlah barang bukti yang
disita oleh penyidik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya hal
ini pastilah bersentuhan langsung dengan kinerja pejabat bea dan cukai (PPNS)
sebagai garda terdepan dalam rangka penegakan hukum dibidang cukai. Masih
lolosnya rokok tanpa cukai ini membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan

barang kena cukai (BKC) berupa rokok yang dilakukan oleh aparat yang terkait.

Meskipun terlihat keberhasilan dari pejabat bea dan cukai (penyidik)

dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai, namun yang ditangkap
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atau diproses hukum adalah mereka para pelaku yang menjual atau mengedarkan
rokok tanpa cukai adalah hanya pada tingkat penjual, tetapi pada tingkat

supleyor/distributor (penyalur dari pabrik) tidak pernah terjamah oleh hukum,

ah barang yang diakui miliknya.'”

berupa rokok yang beredar tersebu
Namun pada akhirnya para pedagang eceran (toko) yang diproses dan diadili.
Tentu penegakan hukum tersebut sangatlah bertentangan dengan asas bernegara

hukum yakni persamaan didepan hukum. Seharusnya penegakan hukum tersebut

"\wawancara dengan penyidik bapak Sapar A. Hasibuan, dikantor pengawasan dan pelayanan
bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, pada tanggal 16 Mei 2016.
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harus tuntas baik mulai dari pabrik, pengusaha pabrik, supleyor atau distributor,

sampai kepada tingkat pengecernya.

permusyawara erwakila & mewuju | bagi seluruh
rakyat Ind bila dijalankan
oleh penyele fesional. Sebab
penyelengga penting dalam

mewujudkan

disampaikan oleh hakim agung O.W es mengatakan ,”the life of the law has
not been logic, it has been experience” (dalam kehidupan berhukum tidak hanya
ditentukan oleh aturan logis semata, tetapi juga ditentukan oleh pengalaman

aparat penegak hukum).

1¥9B8ambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia.,Op.cit.,HIm. 88
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Dalam hal keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum, Donal
Black mengatakan inilah yang dinamakan Mobilisasi hukum. Tanpa adanya

pelaksanaan dari aturan hukum tersebut maka aturan itu hanya tulisan diatas

Denga yataa dengan

pelaksana ( Ja \ aht Derubahan atas

Undang-Undang el 05 _"‘ 1 @ aturan itu tidak
dilaksanakan maka a itu ha enjadi huruf-hi atas kertas belaka,
hal itu terja

hukumnya.

B Kota Pekanbaru adalah apara asil melaksanakan aturan perundang-
undangan itu akan tetapi tidak menyelesaikan pelanggaran hukum secara tuntas
dan komprehensif yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang cukai. Hal ini
dibuktikan hanya para penjual eceran yang ditangkap, akan tetapi para
supleyor/penyalur (distributor) tidak tersentuh oleh hukum. hal ini tidak lah baik

karena tidak sesuai dengan Filosofi bangsa Indonesia yakni Sila Ke-5 (lima)

Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil disini dimaksudkan
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bahwa jika terjadi pelanggaran hukum yang sifatnya berantai maka rantai tersebut
harus diputus satu persatu sehingga diharapkan pelanggaran dibidang cukai rokok

tidak terjadi lagi.

g m;.,‘?.\ cad : f@ﬁn ia yang dimaksud
<& VananeeTty
dalam kaitan pe & penegakan
hukum it -~ :I pelaku yang

terlibat di gan perannya

masing-ma dalam rangka

5 2,85

penegakan

BANNEN Y

demikian akan

membuat penerapa ; ' : ang kurang baik

ditentukan aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak
hukum, juga sangat bergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan
masyarakat yang disebut dengan budaya hukum, baik secara personal maupun
didalam komunitas sosialnya masing-masing. Adanya hukum yang baik dan benar
tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya

polisi, jaksa, hakim, pengacara atau dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil di
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kantor bea dan cukai sebagai penegak hukum langsung dibidang cukai dan formal

belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakuknya rule of law.

membagi kepentinga a yan ungi- adi tiga macam
yakni, (a)
masyarakat, ) Pri ibadi).”™  Dalam hal ketiga

_ v
kepentingan \ aka : an kedalam beberapa
ey

membantu membuat premis-premis g tidak terang menjadi jelas, dan (3)
membuat legislator (pembuat Undang-Undang) menjadi sadar akan prinsip-
prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Hukum

sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang

¥1Derita Prapti Rahayu, Budaya Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, HIm. 35.
®1pid.,HIm. 42.
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lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan
kewajiban.'®®

Dalam kaitannya penegakan hukum dibidang cukai, pandangan Roscou

akan pernah terwujud

Ly

S

efektif dan cendrung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik
kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan kekecewaan dimasyakat karena
tidak memenuhi ekspektasi dan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Selain hal-hal yang telah penulis sampaikan diatas, perlu juga penulis

kemukakan bahwa aspek filosofis dari cukai itu jika mengacu kepada ketentuan

'%pid.,HIm. 43.
184Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Trehadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2010, HIm. 84-85.
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undang-undang bahwa secara filosofis undang-undang cukai mempuyai fungsi
pengaturan, pengawasan, dan pembatasan peredaran suatu jenis barang tertentu

dikarenakan karakteristik barang tersebut yang mempuyai sifat yang

menarik : nsi i ' n masyarakat
sehingga : : C " gara. Dizaman
seperti saat ana adara kesehatan dan
kehidupan
harusnya le

lebih diara
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bukannya pada tingkat intensifikasi kepatuhan pada pelaksanaan peraturan
dibidang cukai. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan fungsi pajak yang secara

tegas tidak menekankan adanya kaidah-kaidah pokok seperti yang dimaksudkan

185 Adrian Sutedi.,Op.cit.,HIm. 137.
%)b.id.,HIm. 138.

108



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

dalam pengertian yang terkandung pada filosofi, falsafah, dan definisi cukai itu

sendiri.®’

Jadi dengan demikian jika dihubungkan dengan penegakan hukum yang

namun pada te e N de ere asih sangat kurang
efektif. Ha ' : ' : f_Ef an tanpa cukai
yang masi ( idapa i 3 entunya terdapat
banyak persog J S ditunts osofi dari cukai

itu dapat t

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi
(hambatan) dalam penegakan hukum secara umum yakni faktor hukumnya sendiri
yakni undang-undang, faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang

medukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum

1871h.id.,HIm. 138.
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tersebut berlaku atau diterapkan dan terakhir adalah faktor kebudayaan yakni
sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam

pergaulan hidup.*®

Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banya dilakukan
dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Menarik sekali apa
yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul
Prevention _of Crime-It is Society Which Needs The Treatment an Not the

Criminal, sebagai berikut.*®

“Dunia° modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini
(maksud problem tentang kejahatan, pen). -Orang demikian sibuk
melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi
internsional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah
kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil
bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.

Begitulah sejatinya jika dihubungkan pengendalian dan pemberantasan
tindak pidana dibidang cukai, masalah penegakan hukum dibidang cukai begitu
rumit dan panjang, baik hal itu berkaitan dengan.masalah internal maupun
masalah eksternal dalam penegakan hukum.dibidang cukai tersebut. Meskipun
berbagai usaha yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam rangka
mengendalikan dan mengawasi peredaran rokok tanpa cukai, namun pada

kenyataanya, rokok-rokok tanpa cukai tersebut masih saja beredar sampai saat ini.

18850erjono Soekanto.,loc.cit.,HIm. 8.
18Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana
Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, HIm. 17.
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Sebelumnya penulis mengemukakan faktor penghambat dalam
penegakan hukum dibidang cukai tersebut, alangkah baiknya disini penulis
mengemukakan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum dibidang cukai
diantaranya adalah faktor permintaan konsumen dan" faktor kondisi geogarfis.
Pertama faktor permintaan konsumen; ada istilah yang mengatakan bahwa
dimana ada gula disitu ada semut; maknanyajacdalah bisnis rokok ini merupakan
bisnis yang menggiurkan, terlebih lagi jika rokok itu tidak mempuyai cukai,
karena keuntungan dari bisnis rokok dapat berlipat ganda. Keuntungan-

keuntungan yang demikianlah menyuburkan peredaran rokok tanpa cukai itu.'®

Faktor permintaan konsumen menjadi sebuah yang dapat diperhitungkan,
karena faktor inilah yang menyebabkan peredaran. rokok dari tahun ketahun
meningkat, ditambah lagi rokok-rokok yang tanpa cukai tersebut dijual lebih
murah dibandingkan dengan rokok yang,dileKati'pita cukal, jika diperbandingkan
dari harga. Misalnya rokok tanpa cukai dijual dengan harga Rp. 5000 sampai
dengan Rp. 7000 perbungkus, dan rokok yang dijual dengan dilekati pita cukali
Rp. 18.000 sampai dengan Rp. 20.000 perbungkus. Dari satuan harga jauh
berbeda, bahwa jika dibandingkan antara rokok tanpa cukai dengan rokok yang
dilekati pita cukai. Rokok tanpa cukai lebih murah dan rokok yang dilekati pita

cukai lebih mahal.

Kedua, kondisi geografis; kondisi geografis kota Pekanbaru yang sangat
strategis dalam peredaran rokok tanpa cukai tersebut. Pekanbaru selain sebagai

ibu kota provinsi Riau yang juga dilalui oleh aliran sungai Siak dan juga

%9 Anonim, Wawancara dengan penjual atau pengecer rokok tanpa cukai.
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banyaknya pelabuhan-pelabuhan. Kondisi sungai siak yang menghubungkan
beberapa kota, memudahkan masuknya barang-barang illegal berupa rokok

masuk dengan mudahnya, dan ditambah lagi kota Pekanbaru sebagai kota yang

2hingga dengan

harga yang relat ré : enarik "‘ i men.”®* Hal inilah

B kota Pekanbaru. Penegakan huku a hakekatnya adalah usaha atau upaya
untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan itu masyarakat
melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakkan wajah lama,

yaitu hukum sebagai alat penindas.'*

1 Anonim, penjual rokok tanpa cukai dikota Pekanbaru, wawancara penulis pada tanggal 10
oktober 2016.

192E i Setiadi, Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana, Syiar Madani, (Jurnal limu
Hukum) vol. 1V No.2, juli 2002, HIm. 114.
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Menurut satjipto Rahardjo penegakan hukum bisa berarti pelaksanaan

secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan apa yang

193

telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembuatan hukum.™ tujuan

dengan kea anan atau proses

penegakan yang dihadapi
oleh aparat cukai (PPNS)
dikantor pe , hambatan dan

masih mara nternal maupun

ada dalam sistem, substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau
aturan (pengaturan perundang-undangan). Dalam praktek penyelenggaraan
penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian

hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu

1%3g3atjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, HIm. 181.
1%Edi Setiadi, Pembaharua,,,.,Op.cit.,HIm. 114.
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rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu

prosedur yang ditentukan secara normatif.**®

Substansi hukum yang dimaksud dalam hal.ini adalah Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1995
tenttang cukai. Dalam undang-undang tersebut mengatur hal-hal apa saja yang
dapat dikategorikan pelanggaran dalam bidang; cukai, dan -tentunya sangat
berkaitan dengan penegakan hukum dibidang cukai.

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di undang-undang
masing-masing, yaitu tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan
pidana cukal yang diatur dalam undang-undang cukai Pasal 50 sampai dengan
Pasal 62. Tindak pidana cukai _pada pasal tersebut-meliputi tidak memiliki izin
atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC, tidak melakukan pencatatan
atas BKC sesuai-aturan yang-menimbulkan ‘kerugian negara, pemalsuan buku-
buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC
tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai,
membeli, menyimpan,  mempergunakan, menjual,, menawarkan, menyerahkan,
menyediakan untuk dijual, atau'mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah
dipakai) dan membuat dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun,
memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima
dan/atau menawar pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak.'® Dalam hal
tersebut penegakan hukum yang selalu diproses oleh penyidik pegawai negeri

sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe

1%Chaerudin dkk, Strategi...,Loc.cit.,HIm. 58.
98 Andrian Sutedi.,Aspek...,Loc.cit.,HIm. 507.
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madya B kota Pekanbaru adalah berkaitan dengan Pasal 54 dan Pasal 55 undang-

undang cukai.™’

Pasal 54;

Setiap.orang yang menawarkan, meyerahkan, menjual, atau menyediakan
untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan
eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan
cukai-lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara.paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denada paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai
dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya.

Pasal 55;
Setiap orang yang;

a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan
pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;

b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, mejual, menawarkan,
menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atai menimpor pita
cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau
dipalsukan; atau

c+ Mempergunakan, = menjual, . menawarkan, = meyerahkan,
menyediakn-untuk dijualatau.menimpor pita cukai atau tanda
pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakali,

Dipidana dengan pidana penajra paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikir 10 (sepuluh) kali
nilai cukai dana paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.

Dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 54 dan 55 undang-undang cukai
tersebut, dalam kaitan hukumannya adalah pidana penjara dan pidana denda.

Namun dalam pelaksanaan hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran

97pasal 54 dan 55, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.
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undang-undang cukai masih berorientasi pada pidana penjara, para pelaku
dihukum dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan.**

Menurut pandangan penulis kurang setuju hanya dengan pidana penjara
karena orientasi_dari undang-undang cukai_adalah berkaitan pidana denda yakni
20 kali_nilai cukai, dan secara filosofi adalah berkaitan dengan pengaturan dan
pengawasan peredaran rokok, juga cukai sebagai sumber penerimaan negara. Oleh
karenanya dalam hal “ini terhadap para pelaku yang melanggar peraturan
perundang-undangan tentang cukai, menurut pandangan penulis pidana denda
lebih efektif dibeban kepada pelaku yang melanggar ketentuan tentang cukai.

Pada hal jika dikaji lebih jauh bahwa, dalam Pasal 54 dan 55 undang-
undang cukai, secara mutatis mutandis selain ancaman hukuman penjara terhadap
pelaku, juga dikenakan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal, inilah menurut penulis kurangnya efek jera yang
dilakukan terhadap pelaku.

b. Faktor sarana prasarana.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan.lancar. Sarana atau fasilitas tersebut
antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu
tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.**

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan

tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, teruatama sarana fisik yang

98\Wawancara dengan penyidik Bapak Sapar A. Hasibuan, dikantor pengawasan dan pelayanan
bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekabaru, pada tanggal 16 Mei 2016.
9950erjono Soekanto, Faktor...Op.cit.,HIm. 37.

116



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

berfungsi sebagai faktor pendukung. Memang sering terjadi bahwa suatu
peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap.

Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan

a, ketika hendak

petugas, dipik jenai fasi i ang epada (1) apa
yang suda

ada, perlu

ELE

. Q)
Q_ b

)

QD

>

~

w

S—

QD

o

jsb}

yang kura
(5) apa yan
dengan sarana

awasan wilayah

ABVAEY

2007ainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, HIm. 64.
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Tabel. 1.4. Wilayah kerja kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
(KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru.

Nama WILAYAH KERJA
Kantor Ti Lokasi Kantor
No Bea pe Kanto | Daerah Administrasi Pospengawasan Bea
danCuk Pemerintahan danCukai

al

Sumber;

penegakan hukum yang kurang“e ditambah lagi kurang nya personil
yang tentunya sebagai penghambat dalam proses penegakan hukum.

Oleh karenanya, agar penegakan hukum dibidang cukai itu efektif
tentunya sarana dan sarana penunjang haruslah dipersiapkan oleh negara yang

dalam hal ini sebagai otoritas dalam penegakan hukum. Dengan membangunkan

sarana dan prasaran (kantor pengawasan dan pelayanan) disetiap kabupaten/kota
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sehingga pengawasan dan pelayanan bea dan cukai serta penegakan hukum

dibidang cukai dapat maksimal dilaksanakan.

2. Faktor eksternal

adalah warga
masyarkat. ematuhi suatu
peraturan pe . ! ) patuhan. Secara

sederhana

hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang

memahaminya, dan seterusnya. Hal itulh yang disebut legal consciousness atau
knowledge and opinion about law.
Demikian pula dalam penegakan hukum dibidang cukai ini, ada beberapa

faktor eksternal yang merupakan penghambat dalam penegakan hukumnya:

217ainuddin Ali.,Op.cit.,HIm. 64-65.
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1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberatasan peredaran
rokok tanpa cukai.

Maksud dari kurangnya pasrtisipasi masyarakat adalah sikap masa bodoh

rokok tanpa cuka a danya . anisir sehingga
menyebabka

cukai terse

mengangap bahwa tindak mereka benar, karena hanya sebagai penjual rokok
tanpa cukai, sehingga setiap ada operasi dari pada pejabat bea dan cukai mereka
menganggap sebagai orang-orang yang menggangu. Sehingga tidak jarang mereka
melakukan perlawanan terhadap para pejabat bea dan cukai. Karena selalu kalah
jumlah maka terkadang pejabat bea dan cukai memilih mundur agar terhindar dari

serangan masyarakat.
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BAB IV

PENUTUP

Dari paparan yang telah penulis kemukan diatas, maka sampailah penulis

2ngawasan dan
u dilaksanakan
dan represif. Ada
antaranya adalah

terkait dengan

jika tidak memenu ..@

diamankan oleh PPN ‘
tindakan represif yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai (PPNS) adalah
dengan membawa pelaku yang melanggar ketentuan cukai ke pengadilan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun yang menjadi
sedikit persoalan adalah tidak tuntasnya penegakan hukum secara
komprehensif, dikarenakan hanya penjual eceran yang dilakukan penangkapan,

sedangkan terhadap para distributor seolah-olah tidak tersentuh hukum. pada
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hal sebelum sampainya rokok tanpa cukai kepada penjual eceran tentunya ada

beberap pihak yang tentunya juga terlibat.

. Kendala dalam penegakan hukum oleh pejabat bea dan cukai (PPNS) pada

masyarakat, sehingga peredaran rokok tanpa cukai dapat diminimalisir.

2. Diharapkan kepada penyelenggara negara yang berwenang Presiden dan
DPR agar menambah anggaran dalam penegakan hukum dibidang cukai,
dan terhadap para pejabat bea dan cukai (PPNS) agar dapat terjalin

kemitraan antara penegak hukum dengan masyarakat, sehingga
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memudahkan pemberantasan pelanggaran tindak pidana dibidang cukai

rokok tersebut.
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